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ABSTRAK

Prianto, Ragil Agus. “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di
Kelurahan Jomblang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)”. Program Studi Ilmu Hukum.
Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Suhadi, S.H., M.Si,
dan Pembimbing II: Arif Hidayat, S.H.I., M.H. 105 Hal.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, dalam Pengelolaan Sampah

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi
paningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi volume sampah
dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan dalam partispasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah adalah
apa saja bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang,
bagaimanakah bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan
faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Jomblang Kota
Semarang bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran proses perencanaan dan
pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, (2) menginventarisir tantangan
dan peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud
mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis
sosio yuridis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi,
sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam
upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja
bakti. Selain itu, mereka juga mengadakan pertemuan warga yang dilakukan satu kali
dalam sebulan, yang dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga
untuk tingkat RT. Dalam hal ini tingkat RT cenderung berbentuk partisipasi langsung
sedangkan tingkat RW berbentuk partisipasi tak langsung. Warga melakukan kegiatan
tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Tingkat peran serta masyarakat yang terjadi
di Kelurahan Jomblang menurut kategori Arnstein dapat digolongkan pada tingkat
Informing/Pemberian Informasi. Bentuk peran serta masyarakat ini dipengaruhi oleh
lamanya tinggal. karena semakin banyak warga yang dikenal maka semakin kuat ikatan
psikologis dengan lingkunganya
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.
Kebijakan pembangunan tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam
pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi masyarakat .
Sedangkan hakekat pembangunan itu sendiri adalah manusia Indonesia seutuhnya
dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan itu sendiri menurut (Emil Salim, 1993:9) mencangkup
beberapa hal yaitu:

(1) Kemajuan lahiriah, seperti sandang, perumahan, dan lain lain;

(2) Kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa

3) ;gélr?fa,ljuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam
perbaikan hidup berkeadilan.

Masalah pembangunan tidak lepas dari permasalahan lingkungan hidup
untuk itu perlu adanya penanganan yang serius. Masalah lingkungan hidup negara
berkembang berbeda dengan masalah lingkungan hidup yang dialami negara
maju. Masalah lingkungan hidup yang dialamai Negara berkembang adalah
keterbelakangan atau kemiskinan, sedangkan lingkungan hidup yang dihadapi
oleh negara maju adalah polusi yang bisa merusak lingkungan hidup.

Dalam rangka pembangunan di Indonesia, khususnya dibidang lingkungan

perlu diupayakan peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap



keseimbangan lingkungan hidup. Faktor penting yang menyebabkan terjadinya
perubahan lingkungan hidup yang tidak baik adalah adanya pertumbuhan
penduduk yang semakin banyak. Hal ini akan menambah kebutuhan akan tanah
(tempat tinggal), air bersih, sosial dan kriminalitas.

Masalah umum pembangunan perkotaan ditandai dengan keadaan tempat
tinggal yang kumuh (slum area) serta lingkungan yang jauh dari persyaratan
kehidupan yang layak. Sedangkan masalah lingkungan perkotaan yang juga tidak
lepas dari masalah tersebut, dimana banyak rumah yang berkualitas rendah,
berkepadatan tinggi, tidak teratur dan adanya rumah-rumah kumuh (slum area)
yang mempengaruhi kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial bagi
penduduknya.

Lingkungan perkotaan yang baik, bersih dan rapi merupakan idaman bagi
semua warga masyarakat. Dengan lingkungan perkotaan yang baik
mengakibatkan warga yang menempatinya merasa tentram, aman dan dapat
tinggal dengan tenang.

Untuk membangun lingkungan perkotaan yang sesuai dengan keinginan
tersebut perlu pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Undang-undang RI No.
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-
undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi
“masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang
diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” itu artinya bahwa
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi

terwujudnya lingkungan yang baik sehat, bersih dan rapi.



Penataan lingkungan yang tidak baik dan pengelolaan lingkungan hidup
yang tidak teratur berakibat timbulnya berbagai masalah seperti banjir, tanah
longsor, dan bencana alam lainya. Sedangkan penataan lingkungan yang baik
akan menghasilkan lingkungan yang bersih, teratur dan bisa meningkatkan
pelestarian lingkungan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat
dalam memelihara lingkungan sekitarnya yang akan mempengaruhi terjadinya
perubahan lingkungan disekitarnya.

Ketidakikutan masyarakat dalam memelihara lingkungannya akan
mengakibatkan lingkungan itu menjadi kurang bersih dan kurang sehat. Demikian
juga masyarakat yang ada di lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan
perkotaan menjadi lingkungan yang kotor. Selain itu partisipasi masyarakat luas
juga berperan serta dalam menjaga pelestarian lingkungan, karena hal ini saling
terkait antara satu dengan yang lainya. Proses pembangunan di Kota Semarang
semakin pesat seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan teknologi.

Penanganan masalah sampah khususnya di sepanjang daerah aliran sungai
masih banyak mengalami kendala. Kebiasaan masyarakat yang membuang
sampah langsung ke badan air/sungai serta kurangnya kemauan masyarakat untuk
mengelola sampah yang dihasilkan dalam kegiatan industri dan rumah tangga
mengakibatkan penurunan kualitas air sungai akibat masuknya beban pencemar
baik sampah organik maupun non organik ke dalam air sungai. Kondisi tersebut
juga terjadi pada beberapa sungai di Kota Semarang.

Kurangnya kepedulian masyarakat dan keterbatasan dana Pemerintah Kota
Semarang, merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan pencemaran

di wilayah ini. Selain itu, pada daerah sekitar sungai merupakan kawasan



permukiman dengan kepadatan relatif tinggi dan kualitas lingkungan permukiman
yang relatif rendah. Misalnya pemanfaatan sungai sebagai pembuangan limbah
industri, limbah padat/sampah, limbah padat manusia, sekaligus sebagai tempat
pengambilan air baku untuk keperluan rumah tangga melalui sumur-sumur yang
berada di sekitar badan sungai. Kondisi ini dikhawatirkan semakin lama akan
memburuk jika tidak segera dilakukan upaya-upaya perbaikan akan menimbulkan
dampak pada kesehatan manusia serta degradasi lingkungan yang lebih besar.

Kurangnya kesadaran mereka tentang arti pentingnya pelestarian
lingkungan, menyebabkan mereka kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.
Pembuangan sampah langsung ke sungai, merupakan salah satu bukti masih
rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Karena
pada dasarnya pengelolaan lingkungan tersebut, bukan saja menjadi tanggung
jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Pengikutsertaan
masyarakat ini, diperlukan untuk meningkatkan perasaan ikut memiliki (sense of’
belonging) dalam setiap proses kegiatan

Disamping itu, melalui peran serta mereka dalam setiap kegiatan,
masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keahlian pribadi,
kepemimpinan dan pertanggungjawaban melalui proses “learning by doing”
(Slamet,1993 :45).

Selama ini program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan didasarkan
pada pendekatan dari atas, dimana dalam pendekatan ini terdapat anggapan
bahwa untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak
mempunyai kemampuan untuk menganalisis kondisi dan merumuskan persoalan

serta kebutuhannya. Dalam visi ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang



membutuhkan bantuan dari luar. Oleh karena itu pendekatan program pengelolaan
lingkungan seperti ini sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaaat kepada
masyarakat, karena masyarakat kurang terlibat sehingga kurang bertanggung
jawab terhadap program dan keberhasilannya.

Melihat beberapa upaya pengelolaan sampah tidak sesuai tujuan
disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan
faktor yang sangat penting. Dengan demikian dalam setiap kegiatan pembangunan
pelibatan masyarakat, dimana masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang
dihadapi dan kepentingan yang mereka miliki daripada pihak lain.

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah dan sebagai
pusat perekonomian, mempunyai permasalahan yang sama tentang sampah yakni
peningkatan volume sampah. Data peningkatan sampah akibat peningkatan
jumlah penduduk di Kota Semarang (Dinas Kebersihan Kota Semarang, 2010) .

Tabel. 1.1

Jumlah Sampah dan Jumlah Penduduk di Kota Semarang

Jumlah Penduduk Sampah Perubahan
W\ Tehwm (Jiwa) (m3/hari ) (%)
1 2003 1.378.261 42474 85,4
2 2004 1.379.133 4395 87,9
3 2005 1.419.278 4420 88,4
4 2006 1.419.478 4650 93
5 2007 1.420.479 5000

Sumber Dinas Kebersihan Kota Semarang 2010

Tabel. 1.1, menunjukkan timbulan volume sampah cenderung mengalami
kenaikan setiap tahunnya sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan pola
konsumsinya. Dengan adanya volume sampah yang terus meningkat, maka perlu

mendapat perhatian dan penanggulangan khusus dari sumber timbulan sampah.



Tabel 2.2

Sumber dan Volume Sampah di Kota Semarang Tahun 2010

Volume Presentase

NO Sumber (m3/hari) (%)

1 Pemukiman 3935.09 84,64
2 Hotel 48,00 1,03
3 Pasar 117,30 2,52
4 Pertokoan 28,00 0,60
5 Rumah Sakit 55,00 1,18
6 Perkantoran 56,00 1,20
7 Fasilitas Umum 76,00 1,63
8 Industri 120,00 2,58
9 Jalan Protokol 164,00 3,53
10 Rumah Makan 50,00 1,07
4650 100

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Semarang, 2010

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu timbulan sampah
yang paling banyak adalah sampah rumah tangga 84,64%, kemudian sampah
pasar 2,52% dan sampah kawasan industri 2,58%. Peran serta masyarakat
merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah di
perkotaan. Sampai saat ini peran serta masyarakat secara umum hanya sebatas
pembuangan sampah saja belum sampai pada tahapan pengelolaan sampah yang
dapat bermanfaat kembali bagi masyarakat. Pengelolaan sampah yang paling
sederhana dengan memisahkan sampah organik dan anorganik memerlukan
sosialisasi yang intensif dari pemerintah kepada masyarakat.

Konsep pendekatan seperti ini menempatkan masyarakat sebagai pihak
utama atau pusat pengembangan yang bersifat mendorong peran serta dan
kemitraan dengan masyarakat. Disamping itu, peran serta masyarakat itu sendiri
merupakan wujud dari upaya peningkatan kapasitas masyarakat bersumber dari
kemauan dan kemampuan masyarakat untuk turut terlibat dalam setiap tahapan

pembangunan. Peran serta memfokuskan masyarakat sebagai pelaku utama



sedangkan pemerintah sebagai fasilitator yang akan mengembangkan sumber daya
dan dana dalam menumbuhkan rasa keterikatan dan rasa tanggung jawab dari
masyarakat yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan.

Oleh karena itu penulis berkeinginan mempelajari lebih mendalam dengan
mengadakan penelitian dan dengan mengambil judul: PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN
JOMBLANG KOTA SEMARANG (ANALISIS SOSIO YURIDIS
TERHADAP PASAL 28 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2008

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

1.2 Identifikasi Masalah

Kata partisipasi mempunyai pengertian yang sangat luas. Menurut Suharto
dan Iryanto (1989: 3) pengertian partisipasi adalah hal turut berperan serta di
suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Dengan demikian dapat dikatakan
partisipasi tersebut sama dengan peran serta.

Menurut Center dala Efendi (2002: 17) peran serta merupakan
proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan
pengertian masyarakat atas suatu proses dimana masalah- masalah dan
kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertangguang
jawab. Tujuan peran serta masyarakat menurut Canter adalah untuk
menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan
masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan lingkungan.

Partisipasi menurut Hunaryeger dan Heckman (1992: 56) adalah sebagai “
keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang

mendorongnya untuk memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta

membagi tanggung jawab tujuan mereka”.



Partisipasi dapat dibagi menjadi atas berbagai macam bentuk.
Partisipasi menurut Efendi (2002) terbagi atas partisipasi vertikal dan
partisipasi horisontal. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam
bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam
suatu program dalam pihak lain. Dalam hubungan mana masyarakat berada
sebagai posisi bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi
horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyrakat mempunyai
prakarsa dimana setiap anggota/ kelompok masyarakat berpartisipasi
horisontal satu dengan yang lainya, baik dalam melakukan usaha bersama,
maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Memurut
Efendi tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan
tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembanganya, Kota
Semarang melakukan pendekatan sistem perencanaan kota melalui sistem ekologi
yang secara global terbagi menjadi :

1. Sistem ekologi wilayah pesisir,

2. Sistem ekologi wilayah daerah aliran sungai,

3. Sistem ekologi wilayah hutan, tanah pertanian dan kehidupan agraris
lainya,

4. Sistem ekologi wilayah tanah-tanah kritis,

5. Sistem ekologi wilayah pemukiman,

6. Sistem ekologi wilayah peruntukan institusional (kantor bangunan industri,
toko, pasar, dan lain-lainya)

Masing-masing sistem ekologi tersebut mempunyai spesifikasi,
permasalahan dan pemecahan sendiri-sendiri. Bagi Kota Semarang untuk masing-
masing sistem ekologi mempunyai gangguan spesifik menurut kondisi
lingkunganya, sebagai dari akibat peningkatan kebutuhan dan pertumbuhan

penduduk.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan

hidup Dari hal-hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti partisipasi masyarakat



dalam pengelolaaan Sampah di Kota Semarang. Diantaranya adalah mengenai
Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di kota
Semarang, Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam
Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, faktor apa sajakah yang mempengaruhi

partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

1.3 Pembatasan Masalah

Kesadaran masyarakat dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup sangat
diperlukan termasuk peran sertanya. Tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk
ikut serta melestarikan lingkungan hidup mengakibatkan hancurnya suatu daerah
dan hilangnya daerah tersebut dari peta dunia.

Mengingat bahwa permasalahan lingkungan hidup begitu luas dan
komplek, maka dalam penulisan skripsi ini pokok permasalahan dibatasi pada
upaya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di kota
Semarang. Untuk membatasi permasalahan yang ada penulis akan membatasi
permasalahan mengenai Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan
Pengelolaan Sampah di kota Semarang, Bagaimanakah bentuk dan mekanisme
partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, faktor apa
sajakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di

Kota Semarang.

1.4 Perumusan Masalah
Melihat latar belakang diatas yang berhubungan dengan pelestarian
lingkungan hidup terhadap peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan,

maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:
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(1) Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di
Kota Semarang?

(2) Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam
Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang?

(3) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam

Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan suatu keinginan yang akan dicapai dalam
suatu penelitian. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah :

(1) Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan
pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

(2) Untuk mengetahui Bagaimana bentuk dan mekanisme partisipasi
masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang kota
Semarang

(3) Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam pegelolaaan Sampah di Kelurahan Jomblang kota

Semarang. Dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup.



1.6

Kerangka Berfikir

UUD RI 1945

1L

v

v

Aspek

Partisipasi
Masyarakat
Pengelolaan
Sampah

» Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah

» Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup
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{1

» Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

» Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang
Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang.

A 4

1L

» Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.2/133
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kebersihan
Di Wilayah Kota Semarang

A

Il

BLH kota Semarang
Dinas Kebersihan Kota
Semarang

Kantor Kelurahan
Jomblang

Masyarakat

Apa saja bentuk-bentuk regulasi pengelolaan sampah di
Kota Semarang

1

Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota
Semarang
[]

L

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota
Semarang

il

» Pemerintahan yang baik (

Good governance)

v

A

» Masyarakat yang sejahtera
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1.7 Kegunaan Penelitian
Keguanaan penelitian ini dapat digunakan secara teoritis adalah:

(1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau tambahan
informasi bagi ilmu pengetahuan.

(2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau tambahan
dan kajian Hukum Administrasi Negara dan hal-hal yang terkait dengan
pelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan:
(1) Dapat memberikan sumber informasi kepada Lembaga Perguruan Tinggi
maupun pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Semarang.
(2) Diharapakan dapat memeberikan masukan kepada masyarakat luas
mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini
pengelolaan Sampah.
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima)
Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
1.8.1 Bagian Pendahuluan Skripsi

Bagian pendahuluan skripsi ini terdiri dari Judul, Abstrak, Pengesahan,
Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel (bila ada) dan
Daftar Lampiran (bila ada).

1.8.2 Bagian Isi Skripsi
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1.8.2.1 Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdiri dari sub bab, yang dimulai dengan latar
belakang penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, maksud dan tujuan
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
1.8.2.2 Bab Il Kerangka Teoritik atau Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang diharapkan
mampu menjembatani atau mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.
1.8.2.3 Bab Il Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode yang digunakan
meliputi metode pendekatan penelitian, metode pengolahan data, dan metode
analisis data.
1.8.2.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum penelitian
dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sampah di
kota Semarang .
1.8.2.5 Bab V Penutup

Bab penutup ini berisikan tentang simpulan dan saran, peneliti akan
mencoba menarik sebuah benang merah terhadap permasalahan yang diangkat.
1.8.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan persampahan
yang dikutip dari beberapa literatur. Beberapa hal yang akan dikutip adalah,
pengertian tentang sampah, jenis-jenis sampah, sistem pengelolaan sampah
meliputi aspek teknis operasional, kelembagaan dan manajemen, hukum dan
peraturan, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. Selain itu yang
perlu dikemukakan dalam bab ini adalah sumber timbulan sampah, dampak

negatif sampah dan permasalahan pengelolaan sampah.

2.1 Pengertian Sampah

Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang
punya dan bersifat padat. Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia
atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau
anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak
berguna lagi dan dibuang kelingkungan, (Slamet, 2002:15 ).Berdasarkan difinisi
diatas, maka dapat dipahami sampah adalah :

1). Sampah yang dapat membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan

yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah

berupa gas metan dan H2S yang bersifat racun bagi tubuh.

2). Sampah yang tidak dapat membusuk (refuse), terdiri dari sampah
plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.

3). Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau
sampah.

4). Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3
adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau

14
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karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan
mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan
penyakit reversible atau berpotensi irreversible atau sakit berat yang
pulih.

5). menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap
kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

2.2  Sumber- Sumber Sampah
Menurut (Gilbert, 1996:23-24), sumber-sumber timbulan sampah sebagai

berikut:

1). Sampah dari pemukiman penduduk
Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu
keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis
sampah yang dihasilkan biasanya cendrung organik, seperti sisa
makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik
dan lainnya.

2). Sampah dari tempat — tempat umum dan perdagangan
Tempat- tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan
banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat —
tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam
memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti
pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya
berupa sisa — sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas,
dan kaleng- kaleng serta sampah lainnya.

3). Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah
Yang dimaksud di sini misalnya tempat hiburan umum, pantai,
masjid, rumahsakit, bioskop, perkantoran, dan sarana
pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan
sampah basah.

4). Sampah dari industri
Dalam pengertian ini termasuk pabrik — pabrik sumber alam
perusahaan kayu dan lain — lain, kegiatan industri, baik yang
termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah
yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah
kering abu, sisa — sisa makanan, sisa bahan bangunan

5). Sampah Pertanian
Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian,
misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang
dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan
pembasmi serangga tanaman.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian

kecil saja dari sumber- sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan
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sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah
lepas dari sampah.
2.3 Jenis-jenis Sampah

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka
ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri,
sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah
perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah,
dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat
digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1). Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari
bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau
bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan
melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar
merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya
sampah dari dapur, sisa — sisa makanan, pembungkus (selain kertas,
karet dan plastik), tepung , sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

2). Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari
bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil
proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik
dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya,
sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah
detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh
alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable).
Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu
yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya
botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng, (Gelbert, 1996:97-
99).

2.4 Proses Perencanaan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga Berbasis Masyarakat

Perencanaan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkap
keputusan untuk melakukan tindakan dimasa depan. Tahap perencanaan
merupakan tahapan awal dalam proses pelaksanaan program pembangunan

pengelolaan sampah. Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan akan memberikan
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arah, langkah atau pedoman dalam proses pembangunan dimaksud. Pada tahapan
ini akan ditelusuri aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat, dimulai dari
keterlibatan mereka dalam menyusun rencana program yang diaktualisasikan
melalui keaktifannya pada setiap rapat dan inisiatif diadakannya rapat, dan
keterlibatan dalam memberikan pendapat, tanggapan masyarakat serta
pengembangan terhadap upaya pengelolaan sampah, sampai dengan keterlibatan
mereka dalam pengambilan keputusan terhadap program yang direncanakan.

Melalui interaksi dan komunikasi, perencanaan bersama dengan
masyarakat membantu mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, memahami
situasi dan mengidentifikasi solusi bagaimana memecahkan masalah masalah
yang dimaksud. Dalam konteks ini perencanaan adalah aktivitas moral,
perencanaan merupakan komunikator yang menggunakan bahasa sederhana dalam
pekerjaannya agar membuat logika dari perilaku manusia. Kunci dari gagasan
perencanaan dan pembelajaran sosial adalah evolusi dari desentralisasi yang
membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan
keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Hadi, 2001:19).

Menurur (Alexander Abe, 2001:98), tahapan perencanaan yang harus

dilalui yaitu:

1). Tahap pembuatan kesepakatan awal, dimaksudkan untuk
menetapkan wilayah dari perencanaan, termasuk prosedur
teknis yang akan diambil dalam proses perencanaan.

2). Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil
penyelidikan. Data atau informasi yang dikumpulkan di olah
sedemkian rupa sehingga diperolehgambaran yang lebih
lengkap, utuh dan mendalam.

3). Identifikasi daya dukung yang dimaksud dalam hal ini, daya

dukung tidak harus segera diartikan dengan dana kongkrit
(money,atau uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa
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memungkinkan terselenggaranya aktivitas dalam mencapai
tujuan dan target yang telah ditetapkan. Daya dukung akan
sangat tergantung pada persoalan yang dihadapi, tujuan yang
hendak dicapai, aktivitas yang akan datang. Pengelolaan
sampah tentu tidak saja dapat di topang dengan gerakan
yang hanya ditanamkan pada masyarakat. Hal tersebut di
tanamkan pada pemerintah, yang juga bertanggung jawab
terhadap persoalan pengolahan sampah ini.

Secara umum, pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis pengelolaan
sampah terpadu 3R (reuse, reduce, recycle) yaitu kegiatan penggunaan kembali
sampah secara langsung, mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan
timbulnya sampah, memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses
pengolahan, maka 5 tahap pelaksanaan pekerjaaan, yaitu : tahap persiapan, tahap
pemilihan lokasi, tahap pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, tahap uji
coba pelaksanaan pengelolaan sampah 3R (Reuse, Reduce, Recycle), serta terakhir
adalah tahap monitoring dan evaluasi.

2.4.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
adalah melakukan persiapan dengan melakukan tindakan peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap konsep dasar program pengelolaan sampah berbasis
masyarakat, terutama teknologi komposting di tingkat masyarakat. Dinas
Kebersihan Kota Semarang menyusun metode dan pendekatan untuk pelaksanaan
pekerjaan yang meliputi antara lain; menentukan pemilihan lokasi, menentukan
pengorganisasian dan pemerdayaan masyarakat, serta pengadaan sarana dan
prasarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

2.4.2 Tahap Pemilihan Lokasi

Tahap pemilihan lokasi disini merupakan awal dimulainya tahap

pengumpulan data calon lokasi yang akan dipilih untuk melaksanakan program
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pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Data data tersebut dapat
diperoleh dari hasil kajian studi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Retail Tata Ruang Kota (RDTRK)
2.4.3 Tahap Perencanaan Teknis

Tahap perencanaan teknis adalah tahap penyusunan dokumen kerja serta
melakukan pengadaan peralatan pengelolaan sampah. Peralatan prasarana dan
sarana persampahan 3R(reuse,reduce,recycle) yang meliputi penentuan jenis dan
jumlah peralatan, baik untuk pemilahan jenis sampah, pewadahan dan.
pengangkutan dan alat pengolahan sampah untuk menjadi kompos, termasuk
mengidentifikasi kebutuhan tempat untuk pengolahan sampah terpadu TPS
(Tempat Penampungan Sementara).
24.4 Tahap Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengorganisasian tentang pemberdayaan masyarakat dan stakeholder
menjadi  fasilitator terhadap kegiatan ditingkat komunitas/masyarakat
dikawasanlokasi terpilih. Tahap ini dibagi menjadi 4 kegiatan : melakukan
identifikasi lokasi terpilih, melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan cara
memperkenalkan program pengelolaan sampah, pembentukan organisasi,
melakukan pelatihan pengelolaan sampah terpadu.

Kegiatan Penyusunan Program Sampah 3R (reuse, reduce, recycle)
adalah proses penyusunan rencana pengelolaan sampah terpadu berbasis
masyarakat dengan pola 3R adalah: membuat identifikasi permasalahan dan

menentukan rumusan permasalahan serta menentukan kebutuhan yang dilakukan

dengan metode penyerapan aspirasi masyarakat dan melakukan survei kampung
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sendiri dan menyusun analisis permasalahan untuk menentukan skala perioritas
kebutuhan serta menentukan potensi sumber daya setempat.

Kegiatan Menyusun Indentifikasi Kebutuhan peralatan Prasarana dan
Sarana persampahan 3R (reuse, reduce, recycle) yaitu menentukan jenis dan
jumlah peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga
berbasis masyarakat, pewadahan, pengangkutan dan alat pengolahan sampah
untuk menjadi kompos.

2.4.5 Tahap Evaluasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R.

Tahap evaluasi ini merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil program
pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat . Kegiatan evaluasi ini
dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemajuan kegiatan yang telah
dilakukan oleh masyarakat, dan dilakukan pengontrolan secara intensif serta
sebagai upaya untuk menyiapkan kemandirian masyarakat.

24.6 Aspek Pengelolaan Sampah

Sistem Pengolahan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang
meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu
dengan lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan.Kelima aspek tersebut
meliputi:

1) Aspek teknis operasional

2) Aspek kelembagaan

3) Aspek hukum dan peraturan
4) Aspek pembiayaan

5) Aspek peran serta masyarakat.

2.4.6.1 Aspek Teknis Operasional
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Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-
dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan
sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir.

Tata cara pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara
berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu : penampungan/pewadahan,
pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.

2.4.6.1 Penampungan Sampah/Pewadahan

Proses awal dalam penampungan sampah terkait langsung dengan sumber
sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara
penampungan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke
TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak
mengganggu lingkungan. Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standart
Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan
dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Sedangkan menurut (Syafrudin
dan Priyambada, 2001: 65), persyaratan bahan wadah adalah awet dan tahan air,
mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh
atau dibuat oleh masyarakat.
2.4.6.2 Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah
mulai dari tempat penampungan/pewadahan sampai ketempat pembuangan
sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2
(dua) yaitu : Pola Individual dan Pola Komunal sebagai berikut :
2.4.6.1.1 Pola Individual

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian

diangkut ketempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA.
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2.4.6.1.2 Pola Komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ketempat
penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ ke truk sampah yang
menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses
pemindahan.
2.4.6.1.3 Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil
pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan
akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo
pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut.
2.4.6.2 Aspek Kelembagaan

Organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin
yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek
ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak
yang dilayani yaitu masyarakat kota. “ Perancangan dan pemilihan organisasi
disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola system
operasional yang ditetapkan, kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan
fungsi yang harus ditangani.” (Rahardyan dan Widagdo, 2005:75).

Menurut (Syafrudin dan Priyambada, 2001:36 ) “bentuk kelembagaan
pengelola sampah disesuaikan dengan katagori kota.” Adapun bentuk
kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut: Kota raya dan Kota Besar (jumlah
penduduk >500.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan

berupa dinas sendiri.



23

2.4.6.3 Aspek Hukum dan Peraturan

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia

adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang

berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan

dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi,

keterlibatan masyarakat. Dasar hukum pengelolaan kebersihan yang telah

diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang baik dalam bentuk Peraturan Daerah

maupun keputusan Wali Kota Semarang sebagai berikut :

1.

2).

3).

4).

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menetapkan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah
1). Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
2). Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:
a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah.
b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa
persampahan.
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang berbunyi: “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan
yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”
Peraturan Daerah Kota Dati II Semarang No.6 Tahun 1993 tentang
Pengaturan Kebersihan dalam Wilayah Kota Semarang. Perda ini
menjabarkan ketentuan tentang :
Pemeliharaan Kebersihan. Bab II Pasal 2
1). Kegiatan kebersihan meliputi pemeliharaan kebersihan di jalan
umum, saluran umum, tempat umum dan kegiatan lain yang
berkaitan dengan kebersihan.
2). Pengaturan dan penetapan TPS dan TPA.
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3). Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke
TPS.
4). Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang
tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. dan TPA.
b. Larangan Bab III Pasal 7
1). Dilarang membakar sampah dipekarangan/halaman atau tempat-
tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau
mengganggu lingkungan.
2). Dilarang membuang sampah diluar tempat-tempat yang telah
ditentukan/disediakan.
3). Dilarang membuang sisa-sisa bangunan dan atau sampah yang
berbahaya kedalam tempat sampah.
c. Retribusi kebersihan Bab IV Pasal 8
Pemda mengenakan retribusi kebersihan kepada seluruh
pemilik/pemakai dalam wilayah Kotamadya Dati Il Semarang.
2. Surat Keputusan Walikota Semarang No.602/274 tanggal 1 Juli
2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kodya Dati II
Semarang no.6 tahun 1993 tentang kebersihan didalam Wilayah
Kota Semarang. (Dinas Kebersihan Kota Semarang,2011 ).

2.4.6.4 Aspek Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda
system pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar.
Sistem pengolahan persampahan di Indonesia lebih di arahkan kesistem
pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah.

Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah
retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya
operasional, dana pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas, kewenangan
dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri dan
penyusunan tarif retribusi tidak didasarkan metode yang benar.

Menurut Raharyan dan (Widagdo, 2005: 47). Peraturan yang dibutuhkan
dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah mengatur
tentang:

1). Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan
persampahan
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2). Rencana induk pengelolaan sampah kota
3). Bentuk lembaga organisasi pengelolaan
4). Tata cara penyelenggaraan pengelolaan
5). Tarif jasa pelayanan atau retribusi
6). Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya
kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta.
2.4.6.5 Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan
masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan
sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan
kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program
pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan
masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan
adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan
programpersampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan
sampahyang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam
pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan
budaya setempat ( Wibowo dan Djajawinata, 2004 : 38).

Menurut (Hadi, 1995:75) dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta
masyarakat penting sebagai :

1). Input atau masukan dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan.

2). Strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat
sehinggga kredibilitasdalam mengambil suatu keputusan akan
lebih baik.

3). Komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab
untuk menampungpendapat, aspirasi dan concern masyarakat.

4). Media pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan dan
memecahkan konflik untuk memperoleh konsensus.

2.5 Dampak Negatif Sampah
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Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu
yang lama akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah
bahan yang tidak dipakai lagi (refuse) karena telah diambil bagian-bagian
utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara
ekonomi tidak ada harganya.

Menurut (Gelbert dkk, 1996) ada tiga dampak sampah terhadap manusia
dan lingkungan yaitu :

2.5.1 Dampak Terhadap Kesehatan.

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan
sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa
organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan tikus yang dapat
menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah
sebagai berikut:

(1) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang
berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air
minum. Penyakit demam berdarah (haemorhagic fever) dapat juga
meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang
memadai.

(2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).

(3) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu
contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita
(taenia). Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernakan binatang
ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

2.5.2 Dampak Terhadap Lingkungan
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Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai akan
mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa
spesien akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan
biologis. Penguraian sampah yang di buang kedalam air akan menghasilkan asam
organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini
pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

2.5.3 Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi
Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat
kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya
pembiayaan (untuk mengobati kerumah sakit).

(2) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang
tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan
air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang
akan cenderung membuang sampahnya dijalan. Hal ini mengakibatkan

jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

2.6 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah yang berbunyi:
“Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan
oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Tanggung jawab pengelolaan
sampah ada pada masyarakat sebagai produsen timbulan sampah sejalan dengan

hal tersebut, masyarakat sebagai produsen timbulan sampah diharapkan terlibat
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secara total dalam lima sub sistim pengelolaan sampah, yang meliputi sub sistem
kelembagaan, sub sistem teknis operasional, sub sistem finansial, sub sistem
hukum dan peraturan serta sub sistem peran serta masyarakat.

Menurut (Syafrudin, 2004:102), salah satu alternatif yang bisa dilakukan
adalah melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti
minimasi limbah dan melaksanakan 5 R (Reuse, Recycling, Recovery, Replacing
dan Refilling). Kedua program tersebut bisa dimulai dari sumber timbulan sampah
hingga ke Lokasi TPA.

Seluruh sub sistem didalam sistem harus dipandang sebagai suatu sistem
yang memerlukan keterpaduan didalam pelaksanaannya. :(Tchobanoglous, 1993
dalam Syafrudin, 2004:134). “Sistem pengelolaan sampah terpadu (Infegrated
Solid Waste management) didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan
program teknologi dan manajemen untuk mencapai sistem yang tinggi.”

Dengan mempelajari berbagai teori dan pemahaman terkait dengan konsep
pengelolaan sampah dalam hubungannya dengan proses perencanaan sampai
dengan pembangunan yang berkelanjutan, serta teori peran serta, maka dapat
diajukan kerangka konsep pola/bentuk peran serta masyarakat dan kelembagaan
dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan kemitraan antara pemerintah dan
masyarakat.

Munculnya pendekatan dengan pelibatan masyarakat ini didasari dari
pemikiran terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di perkotaaan akibat
perilaku manusia. Sedangkan program-program yang dijalankan pemerintah untuk

meningkatkan kesadaran agar dapat merubah perilaku kurang memberikan hasil
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sesuai yang diharapkan. Untuk itu diperlukan adanya pengelolaan lingkungan
sosial dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip pengelolaan
lingkungan sosial harus mengutamakan pelibatan warga masyarakat atau
komunitas secara penuh, dengan kata lain pengembangan dan perencanaan
pengelolaan lingkungan sosial menggunakan pendekatan partisipatif, dan
masyarakat sebagai inti dalam pendekatan tersebut.

Pendekatan ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada inisiatif lokal
dengan memperkuat kapasitas masyarakat karena merupakan bottom-up approach
yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,
melalui aspek ekonomi, sosial, budaya secara terintregrasi dan berkesinambungan.
Pada akhirnya dapat memperkuat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
yang bermuara terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola
lingkungan hidup secara berkelanjutan (Kipp and Callaway, 2004:89).

Dalam upaya pelibatan masyarakat tersebut, terjadi interaksi sosial yang
intensif dalam bentuk kerjasama sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-
masing dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kerjasama itu dilakukan
oleh seluruh anggota dalam kelompoknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan
prasarana.

Pada dasarnya tanggungjawab penyediaan prasarana dilakukan oleh
pemerintah, melalui berbagai program pembangunan. Dari pengalaman masa lalu
dapat dilihat akibat pendekatan pembangunan yang kurang mencerminkan
kebutuhan nyata masyarakat dengan tidak berfungsi dan terpeliharanya hasil

pembangunan, khususnya prasarana pemukiman.
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Pembangunan berkelanjutan, menempatkan masyarakat sebagai subyek
pembangunan sehingga mampu mengidentifikasi, menganalisa serta merumuskan
kebutuhannya sendiri dalam upaya perbaikan kualitas hidup. Pembangunan dalam
pelaksanaan pengelolaan sampah perlu adanya pelibatan masyarakat secara nyata
dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program yang telah
disepakati dalam kegiatan fisik. Bentuk, tingkatan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi masyarakat dalam berperan serta harus mampu diidentifikasi dan
dianalisa sehingga dapat dipergunakan sebagai pendekatan atau model
pembangunan partisipatif yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Dalam beberapa hal karena kondisi masih rendahnya pendidikan dan
pengetahuan masyarakat sehingga diperlukan adanya keterlibatan peran organisasi
non pemerintah/LSM yang bermitra baik dengan pemerintah sebagai salah satu
pihak yang berperan dalam pembangunan melalui pelayanan kepada masyarakat
berdasarkan asas kesukarelaan. Adapun pemerintah dalam hal ini berperan dalam
memfasilitasi kegiatan yang akan dilakukan, melalui perbaikan manajemen
pengelolaan, perbaikan metode, penyediaan tenaga ahli, pelatihan ketrampilan,
penyediaan informasi dan komunikasi yang berorientasi kepada proses
pemberdayaan masyarakat.

Keterlibatan penuh masyarakat dalam setiap tahapan mekanisme
pembangunan dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti kesediaan dan keaktifan
untuk menghadiri pertemuan dan kegiatan kerjabakti, pemberian sumbangan dana,
tenaga dan material dalam pelaksanaan serta pemeliharaan yang nantinya dapat

dirasakan manfaatnya.
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Dalam operasi dan pemeliharaaan, khususnya prasarana yang dipakai
bersama, masyarakat menginginkan suatu bentuk pengelolaan yang terorganisir
dalam kepengurusan. Dalam organisasi ini membentuk suatu aturan, norma,
kaidah yang disepakati bersama sehingga mampu mengikat anggotanya untuk
patuh dalam melaksanakan tugas operasi dan pemeliharaan prasarana.
Kemampuan prasarana dalam pemenuhan kebutuhan sangat berpengaruh terhadap
tingkatan peran serta masyarakat. Apabila seluruh warga merasakan manfaatnya
maka dengan sendirinya akan timbul kesadaran yang sifatnya sukarela. Kesadaran
keberlanjutan terhadap prasarana akan dipahami lebih mudah oleh masyarakat bila
kinerja prasarana yang dimiliki oleh masyarakat berjalan dengan baik dan kontinu.

Dalam meningkatkan peran serta masyarakat diperlukan perubahan
perilaku dengan pemahaman terhadap kondisi masyarakat setempat dengan
mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat
karena hal ini dapat membangun kepercayaan sehingga mempermudah
implementasi program. Pemahaman tersebut berkaitan dengan kondisi internal
masyarakat meliputi,, lamanya tinggal dan status hunian. Dengan memahami
kondisi masyarakat akan dapat diketahui kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Dalam melaksanakan perilaku yang berkelanjutan diperlukan komitmen untuk
menunjang keberhasilan program yang dilaksanakan dengan kemitraan yang
terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan.
2.7 Bentuk Regulasi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

2.7.1. Undang-undang Dasar 1945



32

Pasal 33 Undang-undang Dasar yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan
yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemalmuran rakyat”.
yang mengacu pada asas-asas tentang hak dasar atas lingkungan yang baik dan
sehat.

2.7.2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
yaitu terdapat dalam Pasal 28 yang berbunyi: Masyarakat dapat berperan
dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah”.
2.7.3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
yaitu terdapat dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang
berbunyi

Ayat (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ayat (2) Peran masyarakat dapat berupa:
a. Pengawasan sosial;
b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
dan/atau
c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
Avyat (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan;
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan
masyarakat;
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan  masyarakat
untuk melakukan pengawasan sosial; dan
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
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2.7.4. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah

2.7.5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup.

2.7.6. Pasal 6 Perda Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup. Ayat 1: “Kebijakan pengendalian
lingkungan hidup disusun dan dilaksanakan secara terpadu dan
konsisten serta dilandasi dengan komitmen tinggi”.

2.7.7. Peraturan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun
1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang.

2.7.8. Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.2 / 33 Tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Kebersihan di Wilayah Kota Semarang.

2.8 Bentuk Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan mulai dari
proses perencanaan sampai dengan operasi pembangunan tersebut (Slamet,
1993). Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan merupakan suatu
pelibatan masyarakat yang paling tinggi. Karena dalam proses perencanaan
masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan. Yang dimaksud membuat
keputusan disini ialah menunjuk secara tidak langsung seperangkat aktivitas
tingkah laku yang lebih luas, bukannya semata-mata hanya membuat pilihan di

antara berbagai alternatif.
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Menurut Soedradjat (2000:5) kontribusi peran serta berupa bantuan
sumbangan berbentuk gagasan, tenaga dan materi dalam proses perencanaan
pengelolaan adalah:

a. Pemberian informasi, saran, pertimbangan dalam penyusunan
strategi pengelolaan.

b. Pemberian sumbangan spontan berupa uang dan barang.

c. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan
termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas perencanaan
pengelolaan.

d. Pemberian sumbangan kerja dalam merumuskan perencanaan
pengelolaan.

e. Bantuan tenaga ahli.

f. Bantuan pendanaan.

g. Bantuan proyek yang sifatnya berdikari.

Dusseldrop (dalam Slamet, 1994:10-21) membuat klasifikasi dari berbagai
tipe peran serta yang digolongkan pada sembilan dasar yang masing-masing dasar

jarang terpisah satu sama lain. Penggolongan peran serta tersebut dibedakan

dalam hal:
a. derajat kesukarelaan
b. cara keterlibatan
c. kelengkapan keterlibatan berbagai tahap dalam proses
pembangunan.
d. tingkatan organisasi.
e. intensitas, frekuensi dan lingkup kegiatan.
f. efektifitas.
g. siapa saja yang terlibat.
h. gaya peran serta

Selanjutnya menurut Slamet (1993), bahwa “peran serta dalam
pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada sejauhmana masyarakat secara
nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program-
program yang telah digariskan di dalam kegiatan-kegiatan fisik.” Dengan
demikian, menurut (Schubeler, 1996:32) peran serta lebih merupakan proses

bukan produk, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, peran serta
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dapat dilakukan oleh pihak lain dan pentingnya unsur kesediaan masyarakat.
Sehingga dari berbagai pandangan bentuk peran serta yang ada maka peran serta
masyarakat dalam pengelolaan limbah dapat dikategorikan dalam:

a. Bentuk sumbangan yaitu material, uang, tenaga dan pikiran.

b. Bentuk kegiatan yaitu peran serta dilakukan bersama atau
sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan
peran serta dikerjakan sendiri oleh masyarakat atau
diserahkan pihak lain. Selain itu peran serta dapat dikenali
dari intensitas dan frekuensi kegiatan serta derajat
kesukarelaan untuk melakukan kegiatan bersama.

2.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Serta

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi peran serta masyarakat, antara
lain faktor dari dalam, yaitu kemauan dan kemampuan masyarakat untuk ikut
berperan serta, dari luar masyarakat yaitu peran aparat, lembaga formal dan
nonformal yang ada.

2.8.1. Faktor internal

Faktor internal berasal dari dalam masyarakat sendiri, ciri-ciri individu
tersebut terdiri dari usia, jenis pekerjaan, lamanya terlibat dalam kegiatan, tingkat
pendapatan, lamanya tinggal serta status hunian (Slamet,1994:137-143) yang
mempengaruhi aktivitas kelompok, mobilitas individu dan kemampuan finansial.

faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi
keaktifan dalam berorganisasi. Hal ini disebabkan pekerjaan berhubungan dengan
waktu luang seseorang untuk terlibat dalam organisasi, misalnya dalam hal
menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

Besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi
masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini akan mempengaruhi

kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi dengan mengerahkan semua
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kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan
prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju, 1999:77-78).

Salah satu ciri sosial ekonomi penduduk berkaitan erat dengan lamanya
tinggal seseorang dalam lingkungan permukiman dan lamanya tinggal ini akan
mempengaruhi orang untuk bekerjasama serta terlibat dalam kegiatan bersama.
Dalam lingkungan perumahan seperti disebutkan Turner (dalam Panudju,
1999:10), tanpa kejelasan tentang status kepemilikan hunian dan lahannya
seseorang atau sebuah keluarga akan selalu tidak merasa aman sehingga
mengurangi minat mereka untuk memelihara lingkungan tempat tinggalnya.
Dalam hal ini status hunian seseorang akan berpengaruh pada tingkat peran
sertanya dalam kegiatan bersama untuk memperbaiki lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah akan terbentuk jika
masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan sampah,
yang selanjutnya akan berpengaruh dalam pembentukan perilaku masyarakat
terhadap sampah. Untuk itu perlu diupayakan adanya pengembangan perilaku
masyarakat yang berwawasan lingkungan mendorong seseorang untuk bertindak
dan berinteraksi berdasarkan kesamaan sikap dan pandangan mengenai
tanggungjawab pengelolaan.

2.8.2. Faktor Eksternal

Menurut Schubeler, tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan dan prasarana lokal tergantung pada sikap warga dan efektifitas
organisasi masyarakat. (Schubeler, 1996:66).

Seseorang akan terlibat secara langsung/tidak langsung dalam kehidupan
bermasyarakat melalui lembaga yang ada seperti LKMD, RW dan RT yang

mengarah dalam mencapai kesejahteraan bersama. Adapun organisasi masyarakat
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tersebut, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan
nilai-nilai moral berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk
membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan
demikian peran serta harus mengandung unsur-unsur adanya keterlibatan aktif
dari stakeholder dalam suatu organisasi kerja yaitu aparat pemerintah dan
masyarakatnya.

Didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintahan akan bekerja
lebih baik jika anggota-anggota dalam struktur diberi kesempatan untuk terlibat
secara intim dengan setiap organisasi. Hal ini menyangkut dua aspek yaitu:

a. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen di antara para
aparat agar termotivasi dengan kuat pada program yang di
implementasikan.

b. Keterlibatan publik dalam desain dan implementasi program (B.Guy Peter
dalam (Krina, 2003:299-381).

Krina (2003:22) menyebutkan asumsi dasar dari peran serta adalah
“semakin dalam keterlibatan individu dalam tantangan berproduksi, semakin
produktif individu tersebut” dengan cara mendorong peran serta secara formal
melalui forum untuk menampung peran serta masyarakat yang representatif, jelas
arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan harus ditempatkan sebagai
mimbar masyarakat untuk mengekspresikan keinginannya.

Dalam hal pemerintahan yang partisipatif, perencanaan pembangunan
memerlukan penanaman pemahaman tentang konsep pengelolaan yang partisipatif
yang didasari oleh adanya proses interaksi antar stakeholder yang dilakukan sejak
tahap identifikasi permasalahan, perumusan permasalahan, perumusan kebutuhan

dan kesepakatan untuk melaksanakan (Wiranto, 2001:94). Adapun pemerintahan
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yang partisipatif menurut Hill dan Peter Hupe dalam Krina, 2002:161-197
bercirikan fokusnya pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk
berperan serta.

Dengan demikian nampaklah bahwa dalam setiap proses pembangunan,
peran serta masyarakat harus selalu menjadi prioritas, karena keterlibatan
masyarakat sangat menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan program.
Selain itu, melalui bentuk peran serta, hasil pembangunan diharapkan dapat
dimanfaatkan secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini
berarti bahwa prinsip memperlakukan masyarakat sebagai subjek dan objek
pembangunan seharusnya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan perlu
diaktualisasikan ke dalam kenyataan dengan bobot yang semakin besar pada
kedudukan masyarakat sebagai subjek (Soetomo, 1998:76).

Faktor lain dari pemerintah yang berpengaruh terhadap peran serta
masyarakat adalah peran pemerintah daerah dalam membina swadaya dan peran
serta masyarakat melalui pemberian penyuluhan, penyebaran informasi dan
pemberian perintisan, selain itu juga dalam pemberian stimulan yang berupa
material dan dana (Yudohusodo dkk, 1991:148-149).

Dalam kegiatan peran serta dimungkinkan adanya keterlibatan pihak
ketiga sebagai pendamping. Pengertian pihak ketiga sebagai pendamping disini
adalah kelompok yang terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik
dilakukan oleh LSM, Yayasan Sosial, Perguruan Tinggi, melalui upaya-upaya
pengembangan masyarakat, membantu mensintesakan pendekatan pembangunan
dari atas dan dari bawah, membantu mengorganisir dan melaksanakan kegiatan
bersama serta berbagai kegiatan selaku mediator atau katalisator pembangunan

(Schubeler, 1996:27).
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah suatu pelajaran yang memberikan uraian
mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat yang menjadi latar belakang dari
setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian
hukum. Kemudian memberikan alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih
alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangka yang
dipakai dalam penelitian hukum.

Metode penelitian menurut (Ronny Hanitijo Soemitro, 1983: 15),
adalah penelitian pada umumnya yang bertujuan untuk menemukan,
mengembangkan dan membenarkan suatu pengetahuan. Menemukan
berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau
kekurangan. Kemudian mengembangkan berarti memperluas dan
menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran
adalah jika apa yang sudah ada masih atau dapat diragukan
kebenaranya.

Suatu penelitian tanpa menggunakan suatu metode tidak mungkin
menemukan, merumuskan, menganalisa, dan memecahkan suatu permasalahan
tertentu untuk dapat diungkapkan kebenaranya. Selain dari itu metode pada
hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari,
menganalisa, dan memecahkan suatu persoalan tertentu untuk menemukan suatu
jawaban yang benar.

Dalam suatu penelitian agar tujuan yang diharapkan dapat berhasil dengan
baik, diperlukan suatu metode. Metode adalah suatu cara atau alat untuk mencpai
tujuan, sebagaimana dikatakan oleh (Hadar Manaf, 1983 : 61) yaitu penelitian

untuk memecahkan suatu masalah, maka diperlukan adanya langkah atau teknik

yang relevan dengan masalah yang sudah dirumuskan.

39
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Menurut Soejono Soekanto mengenai definisi penelitian hukum adalah
sebagai berikut:

Penelitian hukum adalah sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan
untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu
dengan jalan menganalisa untuk kemudian mengadakan sesuatu
pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang
bersangkutan. (Soejono Soekanto, 1981:41)

Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan, menurut (Soejono Soekanto, 1986: 7), sebagai berikut.

1. Menambah kemampuan para ilmuan untuk mengadakan atau
melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.

2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal

yang belum diketahui.

Memberikan kemungkinan

lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.

5. Memberikan  pedoman  untuk  mengorganisasikan  serta
mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat (Soejono
Soekanto 1986:7).

-

Kegiatan penelitian perlu didukung oleh metode yang baik dan benar, agar
diperoleh hasil tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur mutlak yang harus
dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Penelitian hukum merupakan
suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode berupa cara pikir dan berbuat
untuk persiapan penelitian, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempelajari

satu atau lebih gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisanya.

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode pendekatan yuridis sosiologis, yang pada dasarnya berkaitan dengan

perundang-undangan yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarkat dalam
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Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang (Analisis Sosio
Yuridis terhadap Pasal 28 Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah)

Umumnya penelitian deskriptif ini tujuan utamanya adalah
menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau
subjek yang diteliti secara tepat, dan memberikan data yang seteliti
mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain. Maksud
utamanya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat
membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam
kerangka menyusun teori-teori baru. (Soejono Soekanto 2007:10)

Menurut Burhan Ashshofa S.H dalam bukunya “Metode Penelitian
Hukum” menjelaskan sebagai berikut.

Pendekatan  kualitatif  diartikan sebagai pendekatan yang
memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang
mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam
kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala
sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat
yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola
yang berlaku, seperti melalui pedoman wawancara, dokumentasi,
dan studi pustaka. (Ashshofa, 1996:20-21).

3.2  Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis,
metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau
peristiwa yang terjadi dalam memaparkan objek penelitian
berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis
untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu
dalam memecahkan permasalahan. (Soejono Soekanto 1981:32).

Selain melaksanakan pemaparan dan penggambaran objek, data-data yang
diperoleh akan diinventarisasikan kemudian disusun secara sistematis, dianalisis,
berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, kemudian memberi makna
terhadap aspek-aspek permasalahan mengenai Partisipasi Masyarkat dalam

Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang (Analisi Sosio
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Yuridis terhadap Pasal 28 Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah)

Maka dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode purposive
sampling (sampel bertujuan) yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang
didasarkan pada tujuan tertentu untuk menjaring informasi dari berbagai macam
sumber sebanyak mungkin dan menggali informasi yang menjadi dasar dari

penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau
tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkan lokasi
penelitian agar diketahui dengan jelas objek penelitian.

Penentuan lokasi di Kota Semarang dilakukan dengan sengaja (Purposive)
karena Kota Semarang merupakan daerah yang sedang berkembang dengan
pertumbuhan laju jumlah penduduk yang meningkat tiap tahunnya yang
menyebabkan kepadatan penduduk dan menyempitnya ruang terbuka untuk
penghijauan. Hal ini dikarenakan kedudukan Kota Semarang sebagai ibukota
Propinsi Jawa Tengah yang mendorong wilayah Kota Semarang menjadi lebih
berpotensi dalam pengembangan permukiman dan pertumbuhan perekonomian
atau keterkaitan pada pasar yang lebih luas. Ketertarikan peneliti mengambil
lokasi penelitian di Kelurahan Jomblang Kota Semarang karena Kelurahan
Jomblang Kota Semarang merupakan salah satu Kelurahan yang aktif dalam
mencanangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat terbukti dengan
adanya salah satu Kelompok Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang

pengelolaan sampah yang bernama “Alam Pesona Lestari”’. Organisasi ini
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bekerjasama dengan LSM Bintari mengadakan soialisasi/penyuluhan kepada
masyarakat mengenai pengelolaan sampah, Kelompok Swadaya masyarakat ini
juga telah dikontrak oleh PT Marimas tanpa MOU (Memorandum Of
Understanding) Sampah yang dihasilkan oleh PT. Marimas ini di serahkan ke
Kelompok Swadaya Masyarakat “Alam Pesona Lestari” dan kemudian diolah oleh
KSM tersebut menjadi barang yang bernilai/berguna seperti seperti tas, dompet,
tempat tisu dan sebagainya sehingga ini menjadi alasan ketertarikan peneliti

mengambil lokasi di Kelurahan Jomblang kota Semarang.

34 Fokus Penelitian

Di dalam penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas atas dasar
masalah penelitian. “Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus”
(Moleong 2002: 62), pemikiran fokus meliputi perumusan latar belakang, studi
dan permasalahan, ini berarti fokus adalah penentuan keluasan permasalahan dan
batas penelitian.

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan
dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut karena penelitian kualitatif tidak dimulai
dari yang kosong atau adanya masalah, baik masalah yang bersumber dari
pengalaman peneliti atau melalui pengamatan pengetahuannya yang di peroleh
melalui kepustakaan ilmiah. “Jadi fokus dalam penelitian kualitatif bersifat
tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap
dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian” (Moleong 2002: 63).

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai Apa saja bentuk-
bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di kota Semarang,

Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan
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Sampah di Kota Semarang, faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi

masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

3.5 Sumber Data

3.5.1 Data Primer
Data primer merupakan data hasil dari wawancara maupun data tertulis
yang merupakan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan secara terstruktur.
Dalam wawancara terstruktur terlebih dahulu dipersiapkan instrumen yang berupa
daftar pertanyaan yang berfungsi sebagai pedoman pada saat wawancara
berlangsung, wawancara tersebut meliputi:
(1) Bentuk-bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di kota
Semarang
(2) Bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan
Sampah di Kota Semarang.
(3) Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan
Sampah di Kota Semarang.
Dalam melakukan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara adalah

mencari informasi, informasi tersebut melalui :

3.5.1.1 Responden

Responden adalah orang yang ditentukan sebagai sampel dalam penelitian
ini dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
Responden dalm penelitian ini yaitu : pihak-pihak yang terkait langsung dalam
pengelolaan sampah di Kota Semarang.

3.5.1.2 Informan
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Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi
tentang dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004:132). Informan yang
dimaksud adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan masyarakat
khususnya Kelurahan Jomblang Kota Semarang.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berhubungan erat dengan data primer
sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Data
sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen-dokumen

mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

3.6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang dimaksud data adalah segala sesuatu yang hanya
berhubungan dengan keterangan tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang.
Penulis menggunakan metode pengumpulan data-data primer dan data-data
sekunder yang akan diuraikan sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan
yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong,
2004: 186). Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dalam hal
ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan untuk mengungkapkan
data tentang :

(1) Bentuk regulasi terkait pengelolaan sampah di Kota Semarang.
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(2) Bentuk dan mekanisme pengelolaan sampah di kota Semarang.
(3) Faktor yang mempengeruhi pengelolaan sampah di kota Semarang.
Informan tersebut didapatkan dari wawancara yang dilakukan dengan
berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disusun sebagai instrumen
untuk mendapatkan data penelitian.
3.6.2 Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode yang digunakan dengan cara mencari data
mengenai hal-hal yang berupa catatan dokumentasi. Selain menggunakan metode
wawancara penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi guna
melengkapi data yang sebelumnya agar mendapatkan sebuah data yang lengkap
dan objektif. Dalam penelitian metode dokumentasi yang digunakan untuk
memperoleh data adalah :
(1) Undang-Undang yang berkaitan dengan Pengelolaan sampah di Kota
Semarang,
(2) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan sampah di Kota
Semarang, dan
(3) Dokumen Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.
3.6.3 Studi Pustaka
Studi Pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaahan sumber-
sumber data yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian.
Peneliti mengkaji sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan penataan
manajemen pegawai negeri sipil. Data yang diperoleh ini adalah buku-buku ilmiah

yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
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3.7 Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan informasi atau data dalam penelitian ini
menggunakan tehnik check dan recheck atau bisa disebut dengan teknik
triangulasi diantaranya yaitu dengan cara membandingkan data hasil studi pustaka
dengan data hasil wawancara dengan narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik friangulasi yaitu teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik
yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat
dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil studi

pustaka.

Studi Pustaka ]

[ Sumber Data

Wawancara ]

Keterangan: Teknik triangulasi membandingkan hasil studi pustaka dengan hasil
wawancara. Sumber data berasal dari pedoman wawancara
dibandingkan dengan studi pustaka yang berkaiatan dengan
pengelolaan sampah di Kota Semarang, apa saja bentuk-bentuk
regulasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hdup di Kota

Semarang, bagaimana bentuk dan mekanisme partisipasi masyarkat
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dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang, faktor apa saja yang
mempengaruhi masyarakt dalam pengelolaan sampah di Kota

Semarang.

3.8 Teknik Analisis Data

Sebagai cara untuk menguraikan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpulkan, akan digunakan metode analisis kualitatif. Kualitatif dimaksudkan
data yang diperoleh dijabarkan dalam uraian yang tersusun secara sistematis dan
dilaksanakan dengan mendasarkan pada argumentasi linguistik nonstsatistik.

Data analisis kualitatif yang sudah tekumpul dari studi kepustakaan akan
dianalisa dan dikaji kemudian disistematikan menjadi analisis yang disusun dalam
bentuk penulisan hukum. Metode interaktif dari Miles dan Huberman sebagai

berikut.

Pengumpulan Penyajian Data
Data

A4

Reduksi Data [

I

Penarikan

kesimpulan/
verifikasi

Penjelasan gambar metode interaktif.

Setelah data terkumpul dianalisis berdasarkan pada sumber aslinya, baru

kemudian direduksi untuk disajikan dan ditarik kesimpulan. Pada tahap
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kesimpulan dimungkinkan untuk diverifikasi kembali kepada pengumpulan data
semula. Dengan demikian, pada kesimpulan akhir benar-benar menyakinkan
keabsahannya. Penggunaan diagram model interaktif dalam penelitian dapat
diuraikan, yaitu (1) data yang terkumpul dapat langsung disajikan atau direduksi
terlebih dahulu baru disajikan, (2) kesimpulan dapat ditarik dari hasil reduksi dan
penyajian, (3) kesimpulan perlu diverifikasi balik kembali pada pengumpulan
data, reduksi atau penyajian dan (4) analisis untuk kesimpulan akhir.

Proses analisis dimulai dari menelaah seluruh data yang telah
dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu, dari hasil wawancara, studi pustaka, dan
dokumentasi. Kegiatan menelaah data bertujuan untuk memahami semua data
agar dapat ditata sesuai dengan permasalahannya dan disajikan dengan bahasa
yang lebih baik dan tetap terjamin substansial dari data yang telah diteliti.

Dalam telaah data tetap dilakukan penyederhanaan data yang awalnya data
tersebut masih campur aduk. Data tersebut kemudian diringkas intinya saja
menjadi sebuah abstraksi yang sistematis sehingga masih menjaga persyaratan-
persyaratan yang tidak hilang akibat penyederhanaan atau ringkasan. Data yang
telah diringkas melalui telaah kemudian dilakukan reduksi mewakili rincian fokus
peneliti.

Proses kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan sementara
sehingga masih perlu diverifikasi lagi pada tahap pengumpulan data. Langkah
verifikasi ini dilakukan atau bertujuan untuk mendapatakan kesimpulan yang
jelas. Pengumpulan data ulang memungkinkan untuk penyempurnaan hasil yang
telah disimpulkan sementara. Perpaduan antara hasil kesimpulan sementara
dengan hasil verifikasi untuk selanjutnya ditindak lanjuti pada kegiatan penetapan

kesimpulan akhir.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Semarang berada pada posisi tengah-tengah pantai utara Jawa,
terletak antara garis 6°50°-7°4° Lintang Utara dan garis 109°35°-110°50° Bujur
Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan
Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah
utara berbatasan dengan Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km.
Letak Kota Semarang hampir berada di tengah bentangan panjang kepulauan
Indonesia dari arah barat ke timur. Akibat posisi geografis tersebut Kota
Semaranag termasuk beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan
musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Sedangkan temperatur udara
rata-rata berkisar antara 27.50°C dengan temperatur terendah berkisar 24.20°C
dan tertinggi 31.80°C, serta mempunyai kelembaban udara rata-rata 79% (Badan
Pusat Statistik, 2010).

Di dalam proses perkembangannya, Kota Semarang sangat dipengaruhi
oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas,
yaitu kota pegunungan dan kota pantai. Di daerah perbukitan mempunyai
ketinggian 90-359 meter di bawah permukaan laut, sedangkan daerah dataran
rendah mempunyai ketinggian 0.75-3.5 meter di bawah permukaan laut

(Semarang Dalam Angka 2010).

50
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Kota Semarang mempunyai posisi yang cukup strategis karena terletak
pada jalur lalu lintas yang ramai baik darat, laut maupun udara dari segala jurusan.
Dengan kondisi tersebut memungkinkan kota ini menjadi kota dagang, industri,
dan kota transit yang cukup menjanjikan.

Dengan luas wilayah 37.370,39 Ha. Kota Semarang terbagi menjadi tiga
wilayah pembantu walikota, 16 Kecamatan, dan 177 Kelurahan. Dari 16
kecamatan yang ada, terdapat 2 (dua) kecamatan yang mempunyai wilayah terluas
yaitu kecamatan Mijen 57.55 km2 dan kecematan Gunungpati 54.11 km2. Kedua
kecamatan tersebut terletak dibagian selatan Kota Semarang yang merupakan
dataran tinggi, yang sebagian besar wilayahnya merupakan area pertanian dan
perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah
kecamatan Semarang Selatan 5.93 km2 yang terdiri dari wilayah kecamatan
Semarang Tengah 6.14 km2.

Adapun rincian luas wilayah per Kecamatan yang ada di Kota Semarang
adalah sebagai berikut :

Tabel 4:1
Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang
No. Nama Kecamatan Jumla?ﬁf;zl)duduk Lua(sK\;//Iiflza;yah
1. | Mijen 14,538 57.55
2. Gunung Pati 19,205 54.11
3. | Banyumanik 35,239 25.59
4. GajahMungkur 15,039 9.07
5. Semarang Selatan 25,862 5.93
6. Candisari 16,722 6.54
7. Tembalang 55,783 44.20
8. | Pendurungan 40,923 20.72
9. | Genuk 20,990 27.39
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10. | GayamSari 17,501 6.13
11. | Semarang Timur 22,530 7.70
12. | Semarang Utara 28,892 10.97
13. | Semarang Tengah 19,590 6.14
14. | Semarang Barat 42,750 21.74
15. | Tugu 8,348 31.78
16. | Ngalian 29,894 37.99

Sumber : BPS 2010: 1

Gambar 4.1.2 Peta Kota Semarang

1oz 024

ooz

657

(>

KEC. TUG

110

X

KEC. GEMNUK

r—

PETA ADMINISTRASI
KODYA SEMARANG
N

A

SKALA 1 150.000
1 0 1 Km
]

LEGEMDA

— — BATAS KDDVA

— - BATAS KECAMAT AN
[ KEC. BANTUMANIK
1 KEC. CANDIS ARI

KEC. G ALAHMUNGKUR
KEC. BAYAMIARI
KE NUK

1
|-
= <
|
=l
=
||
=
=
=
[ <E
1

www.semarang.go.id

4.1.2 Kondisi Geografis Kelurahan Jomblang

Kecamatan Candisari Jomblang merupakan bagian wilayah Kecamatan

Candisari. Luas wilayah kelurahan Jomblang adalah 108 ha. Kelurahan Jomblang

berada pada 300m di atas permukaan laut dengan suhu udara 23-32°C dan

mengalami curah hujan 300 mm/tahun. Kondisi wilayah Kelurahan Jomblang

adalah daerah perbukitan dan termasuk kawasan pemukiman padat penduduk.

Dari tujuh kelurahan yang termasuk Kecamatan Candi Sari, Kelurahan Jomblang




53

mempunyai penduduk paling padat yaitu 18.561 jiwa. Kelurahan Jomblang
terbagi atas 15 (lima belas) wilayah Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 120

(seratus dua puluh) wilayah Rukun Tetangga (RT), dengan rincian sebagai

berikut.
Tabel 4.2
Daftar Pembagian Wilayah Kelurahan Jomblang
No. Jumlah RW Jumlah RT Pen dﬂg&l(agiwa)
1 01 6 636
2 02 6 916
B 03 5 829
4 04 5 55%
5 05 10 1124
6 06 13 4.9
7 07 7 1309
8 08 10 1801
9 09 12 1456
10 10 13 2764
11 11 15 2504
12 12 6 484
13 13 4 702
jumlah 13 105 16205

Sumber Data : Kelurahan Jomblang 2010

Kelurahan Jomblang berbatasan dengan beberapa kelurahan lain, yaitu
sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kelurahan Lamper Kidul

Sebelah Selatan : Kelurahan Karang Anyar Gunung

Sebelah Barat : Kelurahan Candi

Sebelah Timur : Kelurahan Tandang
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4.1.3 Profil Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Semarang dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2009
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang,
disebutkan bahwa Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang
lingkungan hidup.
4.1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Lingkungan
Hidup mempunyai fungsi:
4.1.3.1.1 Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

4.1.3.1.2 Fungsi
(1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi dan
pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan
dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan
kualitas lingkungan.
(2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan, pengkajian
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dampak lingkungan, pengawasan dampak lingkungan, penanganan
sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi dan
pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan
dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan
kualitas lingkungan.

Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan
Lingkungan Hidup.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
lingkungan hidup.

Penyelenggaraan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Penyelenggaraan kajian teknis perijinan lokasi pengumpulan limbah B3
kecuali minyak pelumas/olie bekas, perijinan lokasi pengolahan limbah
B3, perijinan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha
suatu kegiatan, perijinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air,
perijinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah serta
perijinan penyelenggaraan prasarana umum dan sarana air limbah.
Penyelenggaraan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL).

(10) Penyelenggaraan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan

(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
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(11)Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran
air.

(12) Penyelenggaraan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran
udara.

(13) Penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan
laut, tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, tanah untuk kegiatan
produksi biomassa, lingkungan akibat bencana.

(14)Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan Standard kompetensi
personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(15)Penyelenggaraan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan.

(16)Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem
manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi
berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi
yang berkelanjutan.

(17)Penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan.

4.1.3.2 Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Semarang, Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Kota Semarang terdiri dari :

(1) Kepala Badan;
(2) Sekretariat, terdiri dari :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
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b) Sub Bagian Keuangan; dan
¢) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
(3) Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, terdiri
dari :
a) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan; dan
b) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan;
(4) Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
a) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
b) Sub Bidang Laboratorium;
(5) Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan, terdiri dari :
a) Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan; dan
b) Sub Bidang Pengawasan Kerusakan Lingkungan;
(6) Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas
Lingkungan, terdiri dari :
a) Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan; dan
b) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
(7) Kelompok Jabatan Fungsional.
4.1.4 Bentuk bentuk Regulasi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang
4.1.4.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Sejak diamandemenkan UUD 1945, dilakukan oleh MPR 1999-2002,
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak luput dari perubahan-perubahan
yang terjadi di masa reformasi dengan masa transisi sosial, politik, hukum, dan

keamanan sehingga masih menunggu hasil optimal. Secara khusus, transformasi
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hukum tidak sedikit mengalami perubahan mendasar. Misalnya, kebijakan hukum
dan politik yang sangat fundamental setelah amandemen adalah terbentuknya
lembaga-lembaga negara yang baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal
ini sesuai dengan isi penjelasaan UUD RI Tahun 1945 dengan tegas menyatakan
bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas
kekuasaan belaka (machtstaat). Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya
prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi
sebagai dasar dalam pembuatan suatu kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945
Pasal 33 ayat 3 berbunyi sebagai berikut “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat 3 ini menjelaskan bahwa semua yang
ada di bumi yang terkandung di dalammnya dikuasai oleh negara serta dikelola
untuk dipergunakan sebagai wujud peningkatan kemakmuran rakyat yang
mengacu pada asas-asas tentang hak dasar atas lingkungan yang baik dan sehat.
Prinsip ini juga diadopsi dalam Pasal 5 Undang-Undang Lingkungan
Hidup Tahun 1982 Jo. Pasal 5 ayat (1) UULH Tahun 1997, hal ini terdapat pada
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Ketentuan ini merupakan salah satu kaidah  hukum
lingkungan yang sangat mendasar dan sebagai bagian dari hak dasar atau hak
asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tanggung jawab yang
dibebankan pada pelaksanaan hak ini mewajibkan untuk menjaga agar

pelaksanaan hak dilakukan tidak akan menimbulkan gangguan atau kerugian pada
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orang lain. Sehingga semua bertanggung jawab, baik pemerintah maupun
masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.
4.1.4.2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan salah satu produk dunia modern yang sangat sulit
untuk dipecahkan. Setiap saat manusia modern menghasilkan sampah dalam
jumlah yang tidak sedikit. Setiap individu setiap hari membuang sampah sebagai
akibat pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan alasan kebersihan dan keindahan,
banyak kebutuhan manusia yang dikemas dalam pembungkus yang jelas akan
menjadi sampah. Urusan sampah menjadi persoalan tersendiri bagi setiap
pemerintah kabupaten/kota. Bahkan sebuah kota besar pernah dinobatkan menjadi
kota terkotor di Indonesia dengan tumpukan sampah hampir di setiap sudut kota.
Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengurangi persoalan yang timbul akibat
sampah yang tidak terkelola dengan baik, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU Pengelolaan
Sampah), pada tanggal 7 Mei 2008.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Pengelolaan Sampah,
pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan
kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah
Republik Indonesia dan pemerintahan daerah (provinsi serta kabupaten/ kota)
bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan
berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan tersebut. Menurut hasil wawancara
dengan Dra. Riri FS.Indarlin Sub Bagian Umum Kepegawaian Badan Lingkungan

Hidup Kota Semarang Terdapat tujuh tugas pemerintah dalam hal tersebut.
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Pertama, “Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan sampah. Kedua, melakukan penelitian, pengembangan
teknologi pengurangan, dan penanganan sampah. Ketiga, memfasilitasi,
mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan
pemanfaatan sampah. Keempat, melaksanakan pengelolaan sampah dan
memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Kelima,
mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah,
seperti kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lain. Keenam,
memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada
masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. Dan ketujuh,
melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.”( Hasil wawancara dengan
Dra. Riri FS Indarlin pada Tanggal 24 Agustus 2011 )

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Republik
Indonesia mempunyai lima kewenangan. Pertama, menetapkan kebijakan dan
strategi nasional pengelolaan sampah. Kedua, menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah. Ketiga, memfasilitasi dan
mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam
pengelolaan sampah. Keempat, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan
pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Dan kelima,
menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan

sampah.
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Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi
mempunyai empat kewenangan. Pertama, menetapkan kebijakan dan strategi
dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Kedua,
memfasilitasi kerjasama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring
dalam pengelolaan sampah. Ketiga, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan,
dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Dan
keempat, memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah
antarkabupaten/antarkota dalam provinsi yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/
kota mempunyai enam kewenangan. Pertama, menetapkan kebijakan dan strategi
pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Kedua,
menyelenggarakan pengelolaan sampah seperti penyediaan tempat penampungan
sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan
sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah- skala kabupaten/ kota
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain. Keempat,
menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah
terpadu, dan atau tempat pemrosesan akhir sampah, yang merupakan bagian dari
rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6
(enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir

sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Dan keenam,
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menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
sesuai dengan kewenangannya.

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pengelolaan Sampah, di
bidang pengelolaan sampah, setiap orang mempunyai enam hak. Pertama,
mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan
lingkungan dari Pemerintah RI, pemerintah daerah, dan atau pihak lain yang
diberi tanggung jawab untuk itu. Kedua, berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
Ketiga, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai
penyelenggaraan pengelolaan sampah. Keempat, mendapatkan pelindungan dan
kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir
sampah. Dan kelima, memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan
pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Di samping memiliki hak, di bidang pengelolaan sampah setiap orang juga
mempunyai kewajiban. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga
dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani
sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, yang harus diatur dengan
peraturan daerah. Pengelola kawasan permukiman yang meliputi kawasan
permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan
sejenisnya, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan
sampah, yang harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh
masyarakat. Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang

berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan
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atau produknya. Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak
memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda
dapat dicantumkan pada kemasan induknya. Produsen wajib mengelola kemasan,
yakni penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan atau diguna ulang, dan
atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses
alam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Pengelolaan Sampah,
Pemerintah RI dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan
pengelolaan sampah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di samping itu, Pemerintah
dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat
memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir
sampah. Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah
terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif
terhadap orang. Kompensasi tersebut berupa relokasi, pemulihan lingkungan,
biaya kesehatan dan pengobatan, dan atau kompensasi dalam bentuk lain.

Menurut Pasal 28 Undang-undang Pengelolaan Sampah di sebutkan bahwa
“Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan
oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” hal ini pemerintah bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan dalam rangka pengelolaan sampah adapun tugas
pemerintah dalam dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu dengan cara
melakukan perbaikan manajemen serta peraturan daerah. Promosi dan
meningkatkan peran serta masyarakat Mengembangkan program persampahan

sesuai dengan kondisi daerah masing-masing demi terciptanya lingkungan bersih



64

dan sechat. Exploitasi dan pemeliharaan peralatan persampahan secara terus
menerus dengan penuh tanggung jawab, antara lain berkaitan dengan besarnya
investasi yang tertanam dalam sarana persampahan.

Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-undang Pengelolaan Sampah,
terdapat tujuh larangan di bidang pengelolaan sampah bagi setiap orang. Pertama,
memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedua, mengimpor sampah. Ketiga, mencampur sampah dengan limbah
berbahaya dan beracun. Keempat, mengelola sampah yang menyebabkan
pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Kelima, membuang sampah tidak
pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Keenam, melakukan
penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
Dan atau ketujuh, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
pengelolaan sampah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan pertama, ketiga, dan keempat
diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan mengenai larangan kelima,
keenam, dan ketujuh di atas diatur dengan peraturan daerah kabupaten/ kota, yang
dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda.

Peraturan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan Undang-undang
Pengelolaan Sampah dapat memuat ketentuan bahwa bupati/walikota dapat
menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar
ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Sanksi administratif
tersebut dapat berupa paksaan pemerintah atau bestuurdwang/executive coercion,

uang paksa, dan atau pencabutan izin.
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Selain mengatur tentang sanksi administratif, Undang-undang Pengelolaan
Sampah juga memuat ancaman pidana yang cukup berat. Menurut ketentuan Pasal
39 Undang-undang Pengelolaan Sampah, setiap orang yang secara melawan
hukum memasukkan dan atau mengimpor sampah rumah tangga dan atau sampah
sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Setiap orang
yang secara melawan hukum memasukkan dan atau mengimpor sampah spesifik
ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Yang dimaksud dengan sampah spesifik
adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan
pengelolaan khusus.

Menurut ketentuan Pasal 40 Undang-undang Pengelolaan Sampah,
pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan
kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar,
prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan
masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan atau perusakan
lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola

sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
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lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Pengelolaan Sampah,
pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan
sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang
dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan,
pencemaran lingkungan, dan atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah). Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan orang mati atau
luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan adanya Undang-undang Pengelolaan Sampah, diharapkan
masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah hingga dapat
menikmati hasil dari pengelolaan sampah yang baik. Sementara itu,
pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat
diundangkannya  Undang-undang  Pengelolaan  Sampah  wajib
membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1
(satu) tahun. Di pihak lain, pemerintah daerah juga diharapkan dapat
segera menerbitkan peraturan daerah yang diamanatkan oleh Undang-
undang Pengelolaan Sampah, selambat-lambatnya pada tanggal 6 Mei
2011. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang
Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah harus membuat perencanaan
penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem
pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
berlakunya Undang-undang Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah
juga harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan
sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak
berlakunya Undang-undang Pengelolaan Sampah.
(http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=36389 di akses tanggal

19 Agustus 2011 Pukul 08.00WIB )

4.1.4.3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.


http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=36389
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Bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga
Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-undang
Republik Indonesia Tahun 1945. maka dari itu perlu adanya partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pengelolaan
sampah, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tercantum
dalam Bab XII yaitu:

Pasal 70 Undang-undang No 32 Tahun2009 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Ayat (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ayat (2) Peran masyarakat dapat berupa:
d. Pengawasan sosial,;
e. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
dan/atau
f. Penyampaian informasi dan/atau laporan
Ayat (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
f. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
g. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan;
h. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan
masyarakat;
i. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat
untuk melakukan pengawasan sosial; dan
j. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam Pasal 70 Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup bahwa masyarakat diberi kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup tujuanya agar
masyarakat mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya
sechingga permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapat

terselesaikan dengan adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan
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lingkungan hidup tentu hal ini tidak lepas dari pemerintah baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah sebagai fasilitator.
4.1.4.4 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah
Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari
sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu
dari hulu ke hilir, untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat. Di dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Peran serta masyarakat di
atur dalam BAB V yaitu terdapat dalam Pasal 33 yang berbunyi “ Pemerintah
Kabupaten/Kota meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
Sampah”. kemudian dalam Pasal 34 yaitu bentuk peran serta masyarakat dalam
pengelolaan sampah meliputi :
(1) Menjaga kebersihan lingkungan;
(2) Aktif dalam kegiatan pengurungan, pengumpulan, pemilihan,
pengangkutan, dan pengelolaan sampabh;
(3) pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam
upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
Dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
dijelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu:
1). Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 34 huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. sosialisasi
b. mobilisasi
c. kegiatan gotong royong; dan/atau
d. pemberian inisiatif

2). peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b dilaksanakan dengan cara:
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a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang
persampahan; dan/atau
b. pemberian inisiatif
3). peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf c dilaksanakan dengan cara:
a. penyediaan media komunikasi
b. aktif dan secara cepat meberi tanggapan; dan/atau.
c. melakukan jaring pendapat dengan masyarakat.

Dalam Permendagri ini telah dijelaskan bahwa dalam meningkatkan peran
serta masyarakat dalam pengelolaan sampah itu bermacam-macam, dengan
melalui sosialisasi kepada masyarakat dgn menumbuhkan rasa kepedulian
terhadap lingkungan. Melakukan Mobilisasi kepada masyarakat yaitu
menggerakkan suatu kelompok masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
pengelolaan sampah, meningkatkan dan menumbuhkan rasa kegotong royongan,
4.1.4.5 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 6 Perda Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup.

Ayat 1: “Kebijakan pengendalian lingkungan hidup disusun dan
dilaksanakan secara terpadu dan konsisten serta dilandasi dengan
komitmen tinggi.”

Perumusan kebijakan  pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan
oleh Walikota.Untuk = melaksanakan  pengendalian  lingkungan  hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota wajib membentuk instansi yang
bertanggung jawab. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah,;

b. Pengendalian kerusakan lahan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
c. Pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;



FER o A

Pengendalian kerusakan benda-benda cagar budaya;

Penetapan ruang terbuka hijau;

Perlindungan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
Perlindungan sumber air dan daerah pengaliran sungai;
Pengelolaan sampah; dan

Perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya kearifan

lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.
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4.1.4.6 Peraturan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun

1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Semarang.

a. Pemeliharaan Kebersihan. Bab II Pasal 2 Perda Kotamdya

c.

Daerah Tingkat II Semarang.

1). Kegiatan kebersihan meliputi pemeliharaan kebersihan di
jalan umum, saluran umum, tempat umum dan kegiatan lain
yang
berkaitan dengan kebersihan.

2). Pengaturan dan penetapan TPS dan TPA.

3). Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber
sampah ke TPS.

4). Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara
yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
dan TPA.

Larangan Bab III Pasal 7 Perda Kotamadya Daerah Tingkat II

Semarang Nomor 6 Tahun 1993

1). Dilarang membakar sampah dipekarangan/halaman atau
tempat-
tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau
mengganggu lingkungan.

2). Dilarang membuang sampah diluar tempat-tempat yang
telah ditentukan/disediakan.

3). Dilarang membuang sisa-sisa bangunan dan atau sampah
yang
berbahaya kedalam tempat sampah.

Retribusi kebersihan Bab IV Pasal 8 Perda Kotamadya Daerah

Tingkat I Semarang Nomor 6 Tahun 1993

Pemda mengenakan retribusi kebersihan kepada seluruh

pemilik/pemakai dalam wilayah Kotamadya Dati Il Semarang.

Surat Keputusan Walikota Semarang No.602/274 tanggal 1 Juli

2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kodya

Dati II Semarang no.6 tahun 1993 tentang kebersihan didalam

Wilayah Kota Semarang. ( Dinas Kebersihan Kota

Semarang,2006 ).
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Pasal 9 Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor
6 Tahun 1993
Besarnya Tarif retribusi dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini,
adalah sebagai berikut :
1 Persil bukan Niaga
a. Persil bersifat Rumah tangga yang terletak di jalan
Kelas I dan II : Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) /
bulan;
b. Persil Rumah tangga yang bersifat rumah tangga
yang terletak di jalan kelas III dan IV : Rp.
3.000,00 (tiga ribu rupiah) / bulan
c. Persil bersifat rumah tangga yang terletak di jalan
kelas V : Rp. 1.000,00 ( Seribu Rupiah ) / Bulan

2 Persil bersifat Niaga :
a. Persil bersifat Niaga, yang terletak di jalan kelas I
dan II : Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) / M3
b. Persil bersifat niaga, yang terletak di jalan kelas III,
IV dan V : Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) / M3
3 Lingkungan Pasar :
a. Kios/ vak Rp. 150,00 ( seratus lima puluh rupiah )
/ hari
b. Los/dasaran terbuka Rp. 100,00 ( Seratus Rupiah)
/ hari
c. Badan Sosial / Tempat Ibadah
Rp. 1.000,00 ( Seribu Rupiah ) / bulan

4.1.4.7 Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.2 / 33 Tentang Petunjuk

Teknis Pengelolaan Kebersihan di Wilayah Kota Semarang.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Semarang Nomor 6 Tahunl1993 dan Keputusan Walikota Semarang
Nomor 660.2/ 274 Tahun 2000, maka diperlukan langkah-langkah pengelolaan
kebersihan di wilayah Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan,
Dinas Pasar, PDAM, Camat, Lurah dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta
warga masyarakat.

a. Dinas Kebersihan

- Merencanakan Pengelolaan kebersihan di Kota Semarang
secara keseluruhan dan terpadu termasuk sarana dan prasarana;
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pengadaan perbaikan dan pengelolaan sarana dan prasarana
kebersihan seperti truk, container sampah, depo kontainer,
becak sampah, dan tong sampah serta sarana dan prasarana
kebersihan yang ada di TPA dan IPLT;

Memantau pengelolaan kebersihan di wilayah Kota Semarang;
Menerima pengaduan dari warga masyarakat tentang
pengangkutan sampah dan kebersihan di TPS;

Menerima pengaduan dari warga masyarakat tentang
peninjauan ketetapan retribusi kebersihan persil rumah tangga
dan niaga, yang berlangganan PDAM dan Non PDAM,;
Menerima pengaduan lainya yang berhubungan dengan
masalah kebersihan di wilayah Kota Semarang;

Memeberikan pelayanan pengangkutan sampah persil niaga
Melaksanakan  pengangkutan  sampah jalan  protokol
bekerjasama dengan pihak ketiga;

Menerima setoran retribusi kebersihan persil rumah tangga dan
persil niaga, yang beralangganan PDAM, Lurah dan Lembaga
masyarakat serta Pengusaha;

Menentukan persil rumah tangga dan persil niaga yang tidak
berlangganan PDAM, serta melimpahkan pemungutan
retribusinya kepada Lurah dan atau Lembaga Masyarakat di
bawah koordinasi Camat;

Menerima jasa pengurusan, pengangkutan dan pembuangan
lumpur tinja di IPLT;

Menyetorkan hasil pemungutan retribusi kebersihan dan
pendapatan lainya di Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang;
Menerima bantuan atau partisipasi sarana dan prasarana
kebersihan dari pihak ketiga;

Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga tentang
pengelolaan kebersihan.

. Kecamatan

Memantau pengelolaan Kebersihan di wilayah Kecamatan;
memantau kebersihan jalan-jalan protokol

memantau kebersihan ton-tong sampah jalan protokol dan TPS
di wilayahnya;

mengajukan permohonan pengadaan, penambahan dan
perbaikan sarana dan prasarana kebersihan seperti truk,
kontainer sampah, depo kontainer, becak sampah, dan tong
sampah kepada Dinas Kebersihan

Mengelola sarana dan prasarana kebersihan yang ada di
Kecamatan;

Memberikan pelayanan pengangkutan sampah persil rumah
tangga dan persil niaga dari TPS ke TPA yang ada di
wilayahnya

malakukan pemungutan dan menyetorkan retsibusi kebersihan
persil niaga di Dinas Kebersihan.
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Kelurahan

Mengawasi kebersihan di wilayah kelurahan;

Membentuk dan mengesahkan organisasi unit kebersihan
kelurahan;

mengkoodinir KSM dalam menangani penyapuan jalan sampah
protokol

memantau pengambilan sampah dari sumber ke TPS
Mwnunjuk  petugas yang berfungsi memantau dan
melaksanakan kebersihan serta jadwal waktu pengangkutan
kontainer;

Mengatur penempatan lokasi TPS, baik depo maupun
kontainer;

membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan
penarikan iuran kebersihan kepada warga masyarkat untuk
pengelolaan sampah dari sum ber sampah sampai TPS;
Melakukan pemungutan retribusi kebersihan persil rumah
tangga dan persil niaga yang tidak berlangganan PDAM
Menyetorkan hasil pemungutan retribusi kebersihan Dinas
Kebersihan;

Menerima biaya bantuan operasional dari Dinas Kebersihan,
yang besarnya sesuai dengan jumlah setoran retribusi
kebersihan persil rumah tangga dan persil niaga yang
berlangganan PDAM dan non-PDAM berdasarkan ketentuan
yang berlaku;

Membuat SPJ dan membuat administrasi kebersihan;
Melakukan pembuatan dan perbaikan secara swadaya
masyarakat untuk TPS yang berupa bak sampah;

Mengajukan permohonan becak sam[pah, penambahan
kontainer, maupun depo di Dinas Kebersihan Kota Semarang
lewat Camat.

. Warga Masyarakat

Membersihkan Lingkungan rumah, pekarangan dan kebun (
persil masing-masing );

Membersihkan jalan dan lingkungan sekitarnya serta tidak
membuang sampah di sembarang tempat;

Menyediakan tong-tong sampah atau tempat sampah dari
sumber sampah ( persil masing-masing ) ke TPS yang dikelola
oleh RT, RW maupun Pemerintah Kelurahan;

Membayar retribusi kebersihan untuk pengangkutan sampah
dari TPS ke TPA ( sesuai perda yang berlaku )

Membayar iuran penyapu jalan yang dikelola oleh KSM bagi
persil yang menghadap jalan protokol;

Mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah dari sumber
sampai TPS yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan.

b. Instruksi Walikota Semarang Nomor 658.1/2011 Tentang :
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Untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Program
Adipura diminta

a. Seluruh Pejabat Kota Semarang mulai dari Eselon II, IIT dan IV
supaya melakukan pengelolaan sampah di rumah tangga
masing-masing, selanjutnya disosialisasikan ke seluruh staf;

b. Melaksanakan pemeilihan sampah Organik dan Non Organik
Melaksanakan Pengelolaan sampah organik menjadi kompos
dengan beberapa contoh metode sebagaimana terlampir.

Regulasi/peraturan dapat timbul diakibatkan adanya suatu kepentingan
masyarakat sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan sosial (social welfare)
walaupun tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengacu pada
kesejahteraan rakyat. Menurut Dra Ririn FS Indarlin, Kasubag Kepegawaian
Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang berdasarkan wawancara tanggal 20
Agustus 2011 mengatakan bahwa yang melatarbelakangi dalam pembentukan
regulasi/peraturan mengenai pengelolaan sampah ini adalah semakin
meningkatnya produksi sampah masyarakat. Dengan makin bertambahnya jumlah
penduduk makin bertambah pula volume sampah yang dihasilkannya. Dengan
demikian, perlu lebih banyak tempat pembuangan akhir (TPA). Untuk itu tugas
dari pemerintah segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai
Pengelolaan Sampah agar permasalahan mengenai sampah dapat terselesaikan
dengan di bentuknya adanya Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai
pengelolaan sampah.

Berdasarkan wawancara tanggal 20 Agustus 2011 bahwa sebagian
masyarakat kota semarang khususnya masyarakat kelurahan jomblang masih
belum memahami tentang bentuk regulasi/peraturan mengenai pengelolaan

sampah. “saya tidak tahu mengenai bentuk peraturan baik dari pusat maupun

daerah mengenai bentuk regulasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
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sampah di Kota Semarang (Hasil Wawancara dengan Ibu Lastri pada tanggal 20
Agustus 2011) hal itu sama dengan yang diungkapkan oleh Ibu Rumiyati seorang
Buruh Pabrik berdasarkan wawancara tanggal 20 agustus 2011, saya tidak tahu
mengenai peraturan tentang pengelolaan sampah baik dari pusat maupun daerah.
Namun hal itu berbeda dengan yang diungkapkan oleh Endita Pratiwi
mahasiswi berdasarkan wawancara tanggal 23 agustus 2011, saya tahu mengenai
bentuk regulasi/peraturan tentang pengelolaan sampah yaitu Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Namun untuk Peraturan
Daerah yang ada di Semarang yaitu Perda Kotamdya Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Daerah Tingkat II
Semarang seharusnya sudah harus diganti dengan Peraturan Daerah yang baru
karena sudah ada Undang-undang yang baru tentang Pengelolaan Sampah.
Menurut hasil analisis peneliti bahwa setelah adanya Undang-undang
tersebut sampai sekarang Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Sampah
belum juga disahkan oleh DPR, padahal telah diatur jelas dalam Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2008 yaitu terdapat dalam Bab XVIII Pasal 47 ayat (1) yang
berbunyi ‘“Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diamanatkan
Undang-undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
Undang-undang ini diundangkan. dan Pasal 47 ayat (2) yang berbunyi “ Peraturan
Daerah yang diamanatkan Undang-undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.
4.1.5 Bentuk dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan

Sampah di Kota Semarang
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4.1.5.1 Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang

Organisasi dan managemen pengelolaan sampah merupakan faktor untuk ,
daya guna dan hasil guna dari pengelolaan sampah. Organisasi dan managemen
juga mempunyai peranan pokok dalam menggerakkan, mengaktitkan dan
mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi
pola organisasi, personalia serta managemen (perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian) untuk jenjang strategis, taktis maupun operasional. Hubungan
kerja antara instansi yag berhubungan dengan pengelolaan sampah lebih bersifat
koordinatif dimana masing-masing instansi mempunyai tanggungjawab masalah

pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.
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Struktur Organsisasi Pengelolaan Sampah dari Dinas dan Kelurahan
Sumber: Dinas Kebersihan Kota Semarang

4.1.5.2 Sistem Teknik Operasional

Sistem tehnis operasional dalam sistem pengelolaan persampahan sangat
ditentukan volume sampah yang diangkut/di buang ke tempat pembuangan akhir.
kegiatan operasional persampahan tergantung pada pola-pola operasional yang
digunakan , cara penyapuan, pengumpulan, pangangkutan dan pembuangan akhir.
Teknis operasional pengelolaan sampah Kota Semarang terdapat 4 pola
pengelolaan sampah di Kota Semarang yaitu:
4.1.5.2.1Pembuangan langsung ke tempat terbuka

Adalah masyarakat yang dilakukan pembuangan langsung ke pekarangan,
tempat terbuka atau pembuangan kesungai. Kegiatan ini terutama bagi kawasan
yang tidak ada sistem pelayanan atau wilayah dengan kepadatan tinggi.
4.1.5.2.2Pelayanan Sampah Konvensional

Dilakukan dengan pengangkutan sampah dari sumber sampah hingga
kepembuangan akhir.Pelayanan dilakukan dengan sisitem pewadahan,
pengumpulan, pengangkutan dan tempat pembuangan akhir.
4.1.5.2.3Pembuangan Kelurahan langsung ke TPA

Merupakan mode bagi kegiatan industri atau sarana prasarana lain yang
membuang sampah dengan kendaraan operasional ke TPA.
4.1.5.2.4Pengolahan Sampah

Merupakan mode pengelolaan sampah yang dilakukan dengan mengolah
sampah menjadi produk daur ulang.

4.1.5.3 Sistem Pewadahan
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Sistem pewadahan merupakan awal pengelolaan sampah, yaitu
penempatan bin container pada setiap rumah tangga. Sistem pewadahan yang ada
di Kota Sematang adalah dalam bentuk plastik yang ada di setiap rumah tangga,
bin container dari ban bekas atau tong sampah. Bin container juga dapat berbentuk
bangunan kotak sampah dari konstruksi batu bata. Pada umumnya tidak dilakukan
pemisahan antara sampah organik dan sampah anorganik Dari hasil observasi
peneliti diketahui bahwa pewadahan pada umumnya telah dilaksanakan oleh
masyarakat tanpa pemisahan sampah organik dan anorganik, tetapi masyarakat
sudah banyak yang menyisihkan barang bekas untuk dijual ke pengepul.
4.1.5.4 Sistim pengumpulan

Sistem pengumpulan merupakan rangkaian untuk memindahkan sampah
dari sub sistem pewadahan ke sub sistem tempat penampungan sementara ( TPS )
Sarana yang digunakan beberapa tempat menggunakan contaimer dan beberapa
tempat menggunakan TPS terbuka. Pola operasionalnya adalah sebagai berikut :
4.1.5.4.1Sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Yaitu sistem penampungan sementara yang dilakukan sebelum
pengangkutan ke tampat pembuangan akhir (TPA). Sampah yang terkumpul di
TPS berasal dari rumah tangga, pasar dan proses pengangkutannya dengan
menggunakan gerobak, becak atau langsung dibuang oleh pemakai. Sistem
Container Yaitu sistem penampungan sementara yang menggunakan container
yang diletakkan di sisi jalan yang lahannya kosong. Operasi sistem container sama
dengan sistem tempat penampungan sementara.

4.1.5.4.2Sistem Penyapuan Langsung
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Yaitu sistem langsung dari penyapuan jalan- jalan yang kemudian di
angkutlangsung oleh truk pengangkutan, yang langsung ke TPA.
4.1.5.5 Sistem Pengangkutan

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan di Kota Semarang dengan
Truk, baik dengan jenis bak terbuka maupun dengan Arm-roll Truk dengan
kapasitas 8m? bak truk dapat digerakkan secara hidrolik sehingga proses bongkar
sampah bisa efektif. Sub sistem ini untuk mengangkut sampah dari TPS menuju
tempat pembuangan akhir (TPA). Sistem pengangkutan dikatakan berhasil apabila
tidak ada lagi sampah yang tercecer disana sini. Rendahnya jadwal pengangkutan
sampah yang hanya dilakukan satu kali dalam sehari, menyebabkan terjadinya
penumpukan sampah di TPS, semestinya dibuat jadwal sehari dua kali dalam
pengangkutan yaitu pagi dan sore, sehingga mengurangi penumpukan sampah di
TPS. Sistem pengangkutan sampah juga menyebabkan gangguan sistem
transportasi, container hanya ditutup jaring pada saat pengangkutan ke TPA,
sehingga jika ada angin kencang sampah dalam kontainer terbang atau jatuh
dijalan raya, disamping itu juga baunya yang mengganggu pengendara di
belakangnya. Bau yang ditimbulkan oleh keberadaan sampah yang ada di
container saat pengangkutan maka mobil pribadi maupun umum cendrung

menjaga jarak dengan truk sampah.
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Gamb-ar 4.1
Proses Pengangkutan sampah oleh petugas Dinas Kebersihan Kota
Semarang Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2011

4.1.5.6 Sistem kelembagaan dan organisasi

Organisasi dan manajemen pengelolaan sampah merupakan faktor untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna dari sistem pengelolaan sampah.
Organisasi dan managemen juga mempunyai peranan pokok dalam
menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah
dengan ruang lingkup bentuk institusi pola organisasi, personalia serta
menagemen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian) untuk jenjang
strategis, taktis maupun operasional.
4.1.5.7 Sistem Organisasi

Hubungan kerja antara yang berhubungan dengan pengelolaan sampah
lebih bersifat koordinatif dimana masing-masing instansi mempunyai tanggung
jawab masalah pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Dinas Kebersihan

hanya bertanggung jawab secara teknis langsung dalam pengelolaan TPA(Tempat

Pembuangan Akhir). Pengelolaan TPA langsung dibawah tanggung jawab Sub
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Operasional Seksi TPA(Tempat Pembuangan Akhir) dan IPLT (Instalasi
Pengelolaan Limbah Tinja).

Sedangkan pengelolaaan sampah mulai dari depo container TPS beserta
pengangkutan menuju TPA Jatibarang sesuai dengan Keputusan Walikota
Semarang NO. 660.2/133 Tahun 2005, Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Kebersihan di Kota Semarang menjadi tanggungjawab Kecamatan termasuk
dalam pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan hingga tenaga kebersihan.

Pada tingkat kelurahan pengelolaan kebersihan menjadi tanggungjawab
Lurah, Kelurahan bertanggungjawab atas kebersihan di wilayahnya. Lurah
menfasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang
bertugas mengkoordinir melakukan penyapuan jalan diwilayahnya dan
mengangkut sampah dari sumber sampah menuju ke TPS termasuk menarik iuran
kebersihan kepada masyarakat. Sedangkan hubungan kerja antara Kelurahan dan
Kecamatan bersifat koordinatif dimana Kecamatan hanya melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah pada kelurahan-kelurahan di
wilayahnya.
4.1.5.8 Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Dalam surat keputusan Walikota Semarang Nomor 660/341 Tahun 2000
tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menangani
masalah penghijauan, kebersihan,keindahan dan ketertiban (K3), dijelaskan
bahwa tugas instansi pengelolaan sampah terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Pengelolaan sampah dari sumber ke TPS yang dikelola kelurahan bersama

kelompok-kelompok swadaya masyarakat di tiap-tiap RT/RW.
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2) Pengelolaan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan kecamatan dibawah
koordinasi Dinas kebersihan.
3) Pengelolaan sampah niaga (industri), fasilitas umum dilakukan langsung
oleh Dinas Kebersihan selain itu Dinas Kebersihan juga menjadi pengelola
TPA.
4.1.5.9 Proses Perencanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis
Masyarakat
Pengelolaan Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,
pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan
pengendalian lingkungan hidup (Kantor Menteri Negara LH, 1998). Dalam
pelaksanaannya, pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh semua pemegang peran
atau stakeholder baik pemerintah sesuai tugas masing-masing, masyarakat serta
pelaku pembangunan lainnya dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan
dan kebijakan yang ditentukan. Oleh karena itu maka perencanaan yang
berbasiskan masyarakat selaku stakeholder menjadi penting. Hal tersebut didasari
pertimbangan bahwa dengan perencanaan yang berbasiskan masyarakat, maka
program pengelolaan sampah akan menjadi harmonis, berdaya guna dan berhasil
guna sekaligus wahana untuk mewujudkan peningkatan kemampuan masyarakat
dalam pelaksanaan perencanaan dari bawah bottom up planning.
4.1.5.10 Kegiatan Pewadahan
Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara baik di

sumbernya, individual maupun komunal. Ada beberapa tujuan dilakukan
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pewadahan yaitu: memudahkan pengumpulan dan pengangkutan, mengatasi
timbulnya bau busuk dan menghindari perhatian dari binatang, menghindari air
hujan dan menghindari pencampuran sampah.

Lokasi penelitian di daerah Jomblang banyak yang belum menyediakan
tempat pewadahan sampah, dari dulu yang menjadi sasaran tempat pembuangan
sampah adalah Sungai Bajak dan sampai sekarang masih saja ada masyarakat
yang membuang sampah kesungai Bajak.

“Sehari-hari saya ya buang sampah di sungai, selesai masak sampah-
sampahnya saya masukkan tas plastik, nanti kalau saya berangkat bekerja saya
bawa sekalian terus saya buang disungai, kalau buang kesungai nanti kalau ada air
besar kan hilang. Yang seperti kertas, daun-daun habis belanja saya bakar, yang
tidak bisa dibakar seperti, plastik, kertas saya buang ke sungai*“ (Hasil wawancara
dengan Ibu Rumiyati, Tanggal 20 agustus 2011).
4.1.5.11 Pengumpulan dan Pengangkutan

Pengumpulan sampah dilakukan dari setiap timbulan, dimana timbulan
sampah dari masing-masing rumah tangga di kumpulkan di pewadahan. Demikian
juga pada daerah penelitian di Kelurahan Jomblang Kota Semarang

Di daerah penelitian Jomblang warga yang sudah memisahkan sampahnya,
seperti di RW XI ada kader yang mengambil sampah anorganik untuk di
kumpulkan ditempat pemilahan, sedangkan sampah organik dipakai kompos pada
masing-masing rumah tangga, tetapi bagi warga RW XI yang sudah memisahkan
sampah organik dan anorganik, tidak terkoordinir dalam pengelolaan sampah

anorganiknya, selama ini warga melakukan atau memusnahkan sampahnya
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dengan cara dibakar atau dibuang kesungai, sedangkan yang sudah punya tempat

13 13

pengomposan seperti Keranjang Takakura maka mereka melakukan
pemrosesan sampah organiknya diproses menjadi kompos. Peneliti mewawancarai
salah satu warga RW XI.

“Saya sudah punya Keranjang Takakura untuk membuat kompos, jadi
sampah habis masak didapur saya masukkan keranjang Takakura, sedangkan
sampah anorganik saya buang kesungai aja, habis kemana lagi TPS nya kan jauh
di Lamper, sedangkan disini kalau sedia tempat sampah didepan rumah-rumah
yang mau ngambil siapa?, wong tempatnya aja naik turun tidak mungkin pakai
becak sampah. Ya sudah kalau tidak dibakar ya buang kesungai.(Hasil wawancara
dengan Ibu Lastri tanggal 20 agustus 2011)

Kondisi geografis Kelurahan Jomblang tidak memungkinkan pelayanan
persampahan dapat langsung diterima oleh seluruh masyarakat. Melihat dari
beberapa wilayahnya yang terjal jalan menanjak dan tidak dapat dilalui gerobak,
hanya kampong yang kondisinya datar yang mendapatkan pelayanan sampah.
Tidak setiap RW memiliki gerobag sampah, sehingga RW yang tidak memiliki
gerobag sampah bekerja sama dengan RW terdekat untuk mengadakan pelayanan

pengumpulan sampah bersama.(Hasil Pengamatan Peneliti tangal 22 Agustus

2011)
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Kondisi Lingkungan di Kelurahan Jomblang
Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2011

Masyarakat Jomblang sebagian besar sudah melakukan pemilahan
sampai proses pengomposan, dimana pemilahan dilakukan dari sampah rumah
tangga yaitu tiap-tiap Kepala Keluarga melakukan pemilahan dengan cara
memisahkan sampak organik dan anorganik. Sampah organik di jadikan kompos
oleh tiap-tiap Kepala Keluarga, sedangkan yang anorganik di gantung didepan
rumah masing-masing memakai tempat karung (goni) yang ditaruh atau di
gantungkan di pagar masing-masing Kepala Keluarga, setelah penuh nanti ada
petugas yang mengambil untuk dibawa ketempat pemilahan sampah. Ditempat
pemilahan inilah sampah dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Bisa dilihat dalam

photo peneliti.

gambar 4.2 Proses Pemilahan Sampah oleh tiap kepala keluarga.
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4.1.5.12 Pola/Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Penelitian ini dilakukan dalam upaya membangun konsep bagaiman
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan
Jomblang Kota Semarang atas pemahaman terhadap karakteristik masyarakat
terhadap bentuk dan tingkat peran serta menghasilkan analis untuk menjawab
permasalahan dimaksud.

Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan peran
serta masyarakat dengan memberi peluang yang lebih luas dalam upaya
penggalangan segala upaya (efforr) masyarakat dalam mencapai tujuan dalam
meningkatkan taraf hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup salah satunya adalah
pemilihan dan penetapan jenis prasarana lingkungan yang sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
Manfaat yang diperoleh akan merangsang tumbuhnya kesadaran untuk
memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan berupa
perbaikan prasarana dan fasilitas tersebut.

Peluang peran serta dapat digali dengan mengkaji proses yang terjadi
dalam situasi dan kondisi masyarakat sehingga mampu mengungkapkan kondisi
realitas ekonomi, sosial dan budaya sehingga mampu menghasilkan gambaran
terhadap motivasi untuk berperan serta. Motivasi untuk berperan serta pada
tingkatan tertentu akan menggambarkan tujuan yang hendak dicapai melalui
pembangunan yag dilakukan dengan pendekatan partisipatif.

4.1.5.13 Faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat
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Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi
masyarakat dapat di lihat dari segi (pendidikan, pekerjaan, pendapatan,
kepemilikan rumah, lama tinggal) dengan Bentuk dan Tingkat peran serta
masyarakat.

Lamanya tinggal memiliki keterkaitan yang kuat dengan bentuk peran
serta masyarakat dalam proses keterlibatan warga dalam pertemuan, kegiatan
fisik/kerja bakti. Semakin lama seseorang tinggal dan menetap di suatu daerah
pada umumnya akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan
psikologisnya sehingga dapat merangsang rasa memiliki yang mendalam yang
pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan
mengembangkan hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas
yang ada. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal, semakin
tinggi ikatan psikologis dengan lingkungannya yang berpengaruh pada besarnya
keinginan untuk terlibat dalan kegiatan bersama. Seseorang akan merasa nyaman
apabila menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat yang saling
membutuhkan dan merasa aman untuk berlindung.

Sebagaimana diketahui bahwa prasarana yang ada mendukung kelancaran
aktivitas masyarakat setempat. Semakin banyak orang berinteraksi semakin kuat
ikatan psikologisnya dengan lingkungan di sekitarnya. Kondisi ini berpengaruh
pada keinginan-keinginan bentuk peran serta untuk mengelola prasarana
lingkungan yang ada. Hal tersebut menjadikan rasa senasib sepenanggungan

dalam mengatasi permasalahan yang ada di lingkungannya. Terbukti tanggung
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jawab warga yang tinggal di dekat mbelik Bendo untuk bekerja bakti menguras
apabila musim penghujan karena terisi oleh lumpur yang terbawa banjir.

Faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi
derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Jenis pekerjaan
seseorang berhubungan dengan waktu luang yang dimiliki, perhatian dengan
lingkungan sekitar, pendapatan, wawasan dan sedikit banyak mempengaruhi pola
berpikir seseorang. Semakin banyak waktu yang dipergunakan untuk bekerja
maka kesempatan berperan serta semakin kecil.

Jenis pekerjaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat peran serta
karena berhubungan erat dengan kesempatan yang ada untuk menghadiri kegiatan
dengan warga. Pada umumnya masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan mereka
dibandingkan dengan kegiatan warga yang belum kelihatan manfaatnya. Jenis
pekerjaan seseorang berpengaruh pula pada pola pikir dan tingkah lakunya dalam
hidup bermasyarakat, untuk itu diperlukan kesadaran masyarakat akan perannya
bukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek pembangunan. Keterlibatan mental
pikiran dan emosi/perasaan seseorang yang mendorongnya untuk memberikan
sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut
bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Secara teoritis, terdapat
hubungan jenis pekerjaan dengan tingkat peran serta, tergantung dari sikap dan
kemauan warga sebagai bentuk tanggung jawabnya yang merupakan bagian dari
masyarakat.

Pada umumnya kegiatan bersama berupa pertemuan atau kerja bakti

dilakukan oleh warga pada waktu-waktu luang misalnya untuk kegiatan
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pertemuan dilakukan pada waktu malam hari sedangkan untuk kegiatan kerjabakti
warga dilakukan pada hari libur. Untuk sebagian warga yang dituntut bekerja
sampai larut malam atau memiliki jam kerja yang tidak tetap, misalnya bagi
pekerja/buruh pabrik kesempatan untuk berkumpul dengan warga berkurang dan
berpengaruh pula pada derajat keaktifan seseorang dalam kegiatan bersama.hasil
wawancara dengan Pak Hidayat (Sekdes Kelurahan Jomblang) menyatakan bahwa
warga yang telah disibukkan oleh kegiatan sehari-hari, kurang tertarik untuk
mengikuti pertemuan, diskusi ataupun seminar. (Hasil wawancara tanggal 16
Agustus 2011)

Tingkat peran serta masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan
pengelolaan sampah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal adalah hal-hal yang berkaitan langsung terhadap kemauan dan
kemampuan masyarakat dalam keterlibatannya pada kegiatan pengelolaan limbah,
sedangkan faktor eksternal adalah peran pemerintah dan lembaga non
pemerintah/LSM. Hal ini dalam kajian literature menyatakan bahwa kegiatan
pendampingan dalam proses pemberdayaan dapat memacu kontribusi/keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan dari analisis tingkat peran serta masyarakat dalam
pengelolaan sampah ditemukan bahwa tingkat peran serta masyarakat berada pada
tingkat informing.

1) Pada faktor internal yang mempengaruhi peran serta tersebut adalah

kurangnya waktu luang untuk pertemuan karena waktu bekerja > 5 hari
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dalam satu minggu dan beberapa diantaranya bekerja sampai dengan
sore/malam hari.

Tingkat pendidikan yang rata-rata sekolah menengah, juga berpengaruh
pada kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan informasi.

Tingkat penghasilan yang relatif rendah merupakan kendala untuk
meningkatkan peran serta yang lebih tinggi lagi. Mekanisme pelaksanaan
kegiatan fisik yang dilakukan secara kerjabakti oleh warga dan adanya
keinginan untuk memperbaiki kualitas lingkungannya merupakan faktor
yang dapat meningkatkan peran serta.

Faktor eksternal yang mempengaruhi peran serta masyarakat adalah
adanya bantuan teknis dari pemerintah berupa program perbaikan
lingkungan permukiman. Bantuan program tersebut sifatnya stimulan atau
perintisan, namun dapat memacu tumbuhnya peran serta masyarakat dalam
pembangunan. Bantuan tersebut menjadi pendorong tumbuhnya kemauan
masyarakat untuk berperan serta baik berupa tenaga maupun dana. (

Sumber Analisis Peneliti 2011 )

Pembahasan
Bentuk-bentuk Regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di Kota

Semarang

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah. Substansi penting dari Undang-Undang ini adalah,

dalam waktu tiga tahun ke depan, semua pemerintah kota/kabupaten harus

mengubah sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah.

Dengan Undang-undang tersebut, maka tempat pembuangan akhir (TPA) sampah
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yang sebelumnya memakai sistem open dumping dengan mengumpulkan,
mengangkut, dan membuang harus diganti dengan sanitary landfill. Melalui open
dumping system, sampah di TPA hanya dipadatkan. Namun dengan sistem
terbaru, sampah harus melalui pemilihan bertingkat. Sebelum masuk TPA,
sampah rumah tangga dipilah-pilah. Sesampai di TPA, sampah harus dipilah lagi,
sehingga betul-betul tereduksi dengan baik. Dengan regulasi ini, maka TPA tidak
lagi menjadi kependekan dari tempat pembuangan akhir, tetapi tempat pengolahan
akhir.

Perubahan sistem pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 sudah selayaknya mulai disikapi oleh Pemkot Semarang.
Dengan penerbitan Undang-undang ini, Pemkot bisa merancang peraturan daerah
yang mendukung implementasi pengelolaan sampah, mulai dari sumber penghasil
hingga TPA. Dinas Kebersihan dapat merintis usaha pengelolaan sampah berbasis
komunitas, yaitu pengolahan sampah yang dilakukan di tingkat rumah tangga dan
komunitas/kelompok.

Strategi 3R, Pemkot dapat meminta masyarakat menerapkan strategi 3R
(recycling, reduce, and reuse) dalam pengolahan sampah. Adapun aktivitas yang
bisa dilakukan antara lain pemilahan sampah basah dan kering. Sampah basah
diolah menjadi kompos, sedangkan sampah kering dijual lagi. Sampah lain yang
bisa di-recycling (daur ulang) dan reuse (digunakan lagi) dipilah, sebelum masuk
ke pembuangan sampah. Melalui progam tersebut, rumah tangga sebagai sumber

penghasil sampah bisa lebih diberdayakan.
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4.2.2 Bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

sampah di Kota Semarang

Penduduk RT IX RW XI
Masyarakat Kel. Jomblang

Kec Candisari

v

Sampah

~—

Organik An Organik
v
Dilakukan
Pengomposan oleh v v
warga Kardus, Plastik jenis
, plastik, dan pembungkus sabun
i L Botol di jual cuci piring, sunlight,
Yang diolah Sampah dapur berupa rrllarlmas dsb. di daur
menjadi kompos sisa-sisa makanan tidak wans
adalah sampah dijadikan kompos tetapi .
berupa daun-daun dimanfaatkan untuk Di daur Ulang Oleh
pakan ternak ikan APL menjadi barang

A 4

'

Petugas Kebersihan

Pupuk kompos di
manfaatkan Igsung
oleh masyarakat

mengambil untuk di
bawa ke TPA

yang bernilai dan
berhasil guna sperti
Tas, dompet,dll.

A 4

Di pasarkan ke
Toko?2

v

v

Di bagi ke seluruh
anggota APL yang

pengelolaan sampah

aktif dalam

Masuk Kas APL

Sumber : Hasil Analisis Peneliti 2011

Kelurahan Jomblang Kota Semarang
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Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan peran
serta masyarakat dengan memberi peluang yang lebih luas dalam upaya
penggalangan segala upaya (effort) masyarakat dalam mencapai tujuan dalam
meningkatkan taraf hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup salah satunya adalah
pemilihan dan penetapan jenis prasarana lingkungan yang sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
Manfaat yang diperoleh akan merangsang tumbuhnya kesadaran untuk
memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan berupa
perbaikan prasarana dan fasilitas tersebut.

Peluang peran serta dapat digali dengan mengkaji proses yang terjadi
dalam situasi dan kondisi masyarakat sehingga mampu mengungkapkan kondisi
realitas ekonomi, sosial dan budaya sehingga mampu menghasilkan gambaran
terhadap motivasi untuk berperan serta. Motivasi untuk berperan serta pada
tingkatan tertentu akan menggambarkan tujuan yang hendak dicapai melalui
pembangunan yag dilakukan dengan pendekatan partisipatif.

Peran serta masyarakat dapat memberikan kontribusi pada pemanfaatan
sumber daya dan keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan, prioritas dan
kemampuan masyarakat. Peran serta masyarakat dapat mendorong keinginan
masyarakat untuk bersedia menyumbangkan sumberdaya seperti uang dan tenaga
bagi pelaksanaan, operasional dan pemeliharaannya.

Apa yang direckomendasikan oleh pola baru di dalam kegiatan
pembangunan adalah dengan model kemitraan, dengan cara memberikan peran

yang setara antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sudah
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lebih transparan dan mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif, dan
hendaknya masyarakat mampu memanfaatkan peluang untuk memberikan peran
aktif melalui partisipasi nyata dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Untuk itu
perlu pendekatan sebagai upaya merealisasikan bentuk kemitraan pemerintah dan
masyarakat. ”Datangnya ide dan perencanaan pembangunan hendaknya dilakukan
oleh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek lokal dari faktor internal
masyarakat sendiri.” (Sulistiyani, 2004:96).

Permasalahan yang akan menjadi usulan pengelolaan sampah yaitu
bagaimana program suatu kesepakatan yang dilakukan bersama bisa dimulai,
diimplementasikan sampai evaluasi dilakukan, maka tahapan-tahapan yang
dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

- Melalui interaksi dan komunikasi, perencana bersama
masyarakat membantu mengidentifikasi masalah, dan
merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat
keputusan untuk melakukan suatu tindakan di masa depan.

- Perencanaan dapat berfungsi sebagai alat untuk menentukan
langkah-langkah yang dapat diprediksi dan diproyeksikan apa
yang sebaiknya dilakukan dalam rangka mencapai tujuan.

- Perencanaan bersama masyarakat harus bermakna bahwa
masyarakat peserta perumusan harus bisa menyepakati hasil
yang diperoleh, baik saat itu maupun berkelanjutan.

- Kader-kader lingkungan kemudian berbicara dengan
masyarakat. Selain menjelaskan tentang manfaat dan
pengalaman daerah lain, juga menjaring masukan.

- Prinsip partisipasi hanya akan terwujud secara sehat, jika apa
yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan
keseharian masyarakat.

- Hasil disempurnakan untuk menjadi konsep perencanaan
yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat.

2. Tahap Implementasi

- Pemerintah melakukan sosialisasi implementasi untuk
menyuarakan program pengelolaan sampah rumah tangga,
agar pengelolaan sampah rumah tangga menjadi kegiatan
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masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dapat bekerja sama
dengan stakeholder.

- Bersama stakeholder, membentuk organisasi kepengurusan
dan program kerja.

- Pemerintah menfasilitasi kegiatan sosialisasi implementasi
yang dilakukan oleh pengelola, dalam hal ini pengelola dapat
bekerja sama dengan stakholder.

- Bersama dengan stakeholder, pengelola memberikan arahan
kepada masyarakat agar mereka mampu dan dapat mengelola
sampahnya dengan benar.

- Masyarakat melakukan pemilahan sampah ditingkat sumber
timbulan, dan sesuai dengan mekanisme yang sudah
ditentukan oleh pengelola.

- Masyarakat melakukan pengomposan dari sampah organik
yang berasal dari rumah tangga, dan melakukan pemilahan
sampah anorganik untuk dijadikan \barang yang bermanfaat.

3. Tahap Pengawasan dan Pengendalian

- Dalam pelaksanaan pengawasan pemeliharaan dan
peningkatan disiplin masyarakat perlu stakeholder
melaporkan hasil kegiatan monitoring yang dilakukan.

- Pengelola membuat laporan, untuk disampaikan ke
pemerintah maupun masyarakat sesuai aturan atau
mekanisme yang disepakati.

- Laporan rutin kepada masyarakat akan disampaikan pada
acara temu kader-kader lingkungan atau pada saat ada acara
di tingkat RT maupun RW.

4. Tahap Evaluasi

- Pemerintah melakukan evaluasi tahunan sesuai dengan
laporan yang disampaikan stakeholder.

http://green.kompasiana.com/sampah/2010/06/30/metode-pengelolaan-sampah-

kota/ di akses tanggal 5 september 2011 pkl 08.00wib.

4.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Partisipasi
Masyarakat
Peran serta masyarakat dapat memberikan kontribusi pada pemanfaatan
sumber daya dan keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan, prioritas dan
kemampuan masyarakat. Peran serta masyarakat dapat mendorong keinginan
masyarakat untuk bersedia menyumbangkan sumberdaya seperti uang dan tenaga

bagi pelaksanaan, operasional dan pemeliharaannya. Apa yang direkomendasikan


http://green.kompasiana.com/sampah/2010/06/30/metode-pengelolaan-sampah-kota/
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oleh pola baru di dalam kegiatan pembangunan adalah dengan model kemitraan,
dengan cara memberikan peran yang setara antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah dalam hal ini sudah lebih transparan dan mengembangkan
kepemimpinan yang partisipatif, dan hendaknya masyarakat mamp memanfaatkan
peluang untuk memberikan peran aktif melalui partisipasi nyata dalam setiap
pelaksanaan pembangunan.

Untuk itu perlu pendekatan sebagai upaya merealisasikan bentuk
kemitraan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dapat mengimplementasikan
sendiri apa yang telah direncanakan dengan fasilitasi pemerintah diantaranya
konsultasi, informasi data, anggaran dan tenaga ahli yang dibutuhkan, serta
kerjasama dalam membina kemitraan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat untuk

menciptakan hubungan kemitraan:

1) Perlu dikembangkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa
untuk memperbaiki lingkungannya perlu diupayakan kerjasama
yang baik antara pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga
yang memfasilitasi penyediaan sistem informasi yang baik dan
program edukasi kepada masyarakat.

2) Mengembangkan kepemimpinan di dalam forum/organisasi yang
bergerak dalam meningkatkan peran masyarakat.

3) Dalam mencapai tujuan diperlukan komitmen bersama yang
merupakan kepentingan yang dikembangkan melalui proses yang
jelas dan terbuka.

4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan dalam
mengambil tindakan yang tepat sesuai pembagian tanggung jawab
yang fleksibel.

5) Meningkatkan manajemen organisasi yang efektif.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang
dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk
memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang
tepat demi mencapai pemecahan permasalahan yang dihadapi dengan
mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki oleh lingkungan
internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi mandiri
perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh
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dan mengarah pada pembentukan masyarakat yang mampu berpikir
dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat
dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Untuk
itu pola pikir masyarakat perlu diubah sehingga tumbuhnya kesadaran
masyarakat yang semula berperan sebagai obyek pembangunan
menjadi subyek pembangunan, keadaan ini akan menstimulasi
terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-
ketrampilan dasar yang mereka butuhkan (Soetomo, 1998:76).
Masyarakat pada lokasi penelitian berada pada tahap belum adanya
kesadaran dan rasa peduli berarti mereka belum memiliki wawasan
pengetahuan yang cukup baik sehingga peran serta yang dilakukan
masih kurang atau tidak berperilaku membangun. Pada tahap
pembentukan perilaku perlu menciptakan sentuhan penyadaran yang
akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang
kondisinya saat itu, dengan demikian masyarakat merasa
membutuhkan pengetahuan, ketrampilan, menumbuhkan kesadaran
dan kemauan untuk belajar (Sulistiyani, 2004:83).

Dalam analisis perumusan rekomendasi peningkatan peran serta
masyarakat akan dibahas mengenai cara peningkatan peran serta masyarakat yang
direkomendasikan atau dapat dikembangkan dalam program pengelolaan sampah
di Kota Semarang. Adapun dalam peningkatan peran serta masyarakat perlu
dirumuskan aspek-aspek penting yang harus dicermati untuk mendapatkan
perhatian lebih dalam proses perencanaan pembangunan dalam tataran aplikatif
selanjutnya sebagai berikut:

1) Kondisi yang diharapkan adalah adanya peran serta aktif dari seluruh
stakeholders yang terlibat. Pemerintah Kota Semarang berfungsi sebagai
fasilitator, menerima segala masukan-masukan yang sifatnya membangun
untuk selanjutnya dapat diaktualisasikan dalam dokumen perencanaan.

2) Usaha pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan

limbah secara umum telah melaksanakan tahapan proses perencanaan yang

terstruktur, artinya sudah ada penyusunan rencana mekanisme sosialisasi,
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penyebaran informasi melalui media massa, juga pertemuan lewat rembug

warga, dengan memunculkan model-model sosialisasi yang lebih inovatif.

3) Sehubungan dengan keterbatasan dana pemerintah perlu diangkat peran
masyarakat dalam penggalian dan pengerahan swadaya masyarakat untuk
pembangunan yang dilakukan.

4) Mengingat tanpa adanya pengelolaan yang memadai kawasan yang telah
diupayakan perbaikan lingkungannya akan menjadi kumuh kembali karena
lemahnya manajemen pengelolaan.

Memang secara formal tidak ada secara khusus penyerahan hasil kegiatan
dari Pemerintah kepada masyarakat. Tetapi berdasarkan tujuan pelibatan
masyarakat dalam kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya
pendelegasian wewenang oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengelola
prasarana yang telah dibangun. Persiapan Pemerintah untuk memberi kewenangan
ini dapat pula ditunjukkan dengan adanya pengenalan rembug warga pasca
implementasi yang memperkenalkan cara-cara pengelolaan prasarana pasca
pembangunan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam
mengembangkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam program perbaikan
lingkungan.

Keinginan bentuk peran serta dan tingkat peran serta yang terjadi tersebut
lebihdidorong oleh kemampuan dan kemauan masyarakat sendiri. Oleh karena
keterbatasan kemampuan ini pulalah maka prasarana yang mampu dikelola oleh
masyarakat baru pada taraf prasarana lingkungan yang dapat dirasakan
manfaatnya secara langsung. Berdasarkan kajian di atas untuk menentukan

kategori peran serta disimpulkan sebagai berikut:
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2)

3)

4)
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Peran serta masyarakat yang terjadi dalam pengelolaan prasarana
merupakan pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke masyarakat.
Adanya sifat pengambilan keputusan dan tanggung jawab lokal untuk
mengelola prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pengelolaan prasarana oleh masyarakat, pemerintah berfungsi
sebagai katalisator dengan pihak masyarakat sebagai penerima bantuan.
Walaupun memiliki kewenangan penuh dalam mengelola prasarana tetapi
ada batasan-batasan tertentu khususnya terhadap sumber-sumber dana
dibutuhkan pihak ketiga untuk mendapatkan bantuan dana ataupun
material.

Dari kategori peran serta yang terjadi maka diperlukan motivasi untuk

menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, antara lain dengan :

1))

2)

3)

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga masyarakat akan
mempunyai inisiatif dan mengambil peran dalam pembangunan.
Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan limbah untuk mengubah
perilaku dan kebiasaan peduli terhadap lingkungan.

Meningkatkan kemampuan penguasaan dalam bidang pengelolaan limbah
sehingga masyarakat lebih mengerti apa yang harus dikerjakan dengan
kondisi lingkungan yang ada di wilayahnya.

Hubungan sinergis antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian

penting yang diposisikan sebagai fasilitator dalam pembangunan yang ingin

diwujudkan dalam bentuk “kemitraan” antara pemerintah, masyarakat, swasta,

organisasi massa dan LSM. Adapun tugas pemerintah meliputi :
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2)

3)

100

Merencanakan program pengelolaan limbah dengan memfasilitasi
penyediaan system informasi yang baik dan program edukasi masyarakat
yang tepat.

Menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas dan berkelanjutan.
Mempersiapkan lembaga pengelola dengan jumlah tenaga yang cukup
secara kuantitas yang diikuti dengan kinerja yang baik dalam perencanaan
dan pengawasan pengelolaan sampah.

Dari hasil kajian penelitian peran serta masyarakat, pendekatan melalui

kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang perlu dikembangkan dalam

pengelolaan Sampah di Kota Semarang dengan cara :

1)

2)

3)

Menciptakan struktur kemitraan untuk masyarakat lokal dengan SDM
yang dibekali pengetahuan dengan pelatihan dan ketrampilan untuk
masyarakat dengan disiapkan tenaga ahli dan mendukung masyarakat
dalam mencari sumber dana.

Menciptakan organisasi lokal yang kuat dengan mengembangkan strategi
ke depan dengan peran serta masyarakat, mempertimbangkan model
pelatihan yang tepat dengan disesuaikan karakteristik masyarakatnya.
Mengembangkan prasarana dengan dukungan yang diberikan pemerintah

dalam bentuk pelayanan penyuluhan pembinaan dan sumber dana.



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1.

Bentuk-bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di kota semarang
adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6
Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
IT Semarang, Peraturan ini masih diberlakukan di Kota Semarang meskipun
telah ada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Pengeolahan
Sampah Nomor 18 Tahun 2008, namun setelah disyahkan Undang-undang
tersebut sampai sekarang Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan sampah
belum juga disyahkan padahal telah diatur dalam Pasal 47 Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Mentri yang diamanatkan Undang-undang ini
diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini
diundangkan. Sedangkan untuk Peraturan Daerah yang diamanatkan Undang-
undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-
undang ini diundangkan tetapi kenyataanya sampai sekarang belum ada
Peraturan Daerah di Kota Semarang yang mengatur secara khusus tentang
Pengelolaan Sampah dikarenakan Peraturan Daerah di Kota Semarang Nomor
6 Tahun 1993 masih diberlakukan dan masih efektif, jadi sepanjang peraturan
yang lama masih berlaku secara efektif maka tidak perlu di bentuk perda yang
baru tentang pengelolaan sampah karena Peraturan Pemerintah sampai

sekarangpun juga belum disyahkan.
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Bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di
Kelurahan Jomblang Kota Semarang yaitu dimulai dari proses tahap
Perencanaan yaitu mengidentifikasi masalah mengenai pengelolaan sampah
kemudian mempersiapkan untuk membuat suatu keputusan dan kesepakatan
antara pemerintah dan masyarakat, Tahap Implementasi pada tahap ini
pemerintah bekerjasama dengan stakeholder untuk mengadakan sosialisasi
tentang bentuk regulasi pengelolaan sampah. selanjutnya pada tahap
Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan pemeliharaan
dan peningkatan disiplin masyarakat perlu stakeholder melaporkan hasil
kegiatan monitoring yang dilakukan Pengelola membuat laporan, untuk
disampaikan ke pemerintah maupun masyarakat sesuai aturan atau
mekanisme yang disepakati.Laporan rutin kepada masyarakat akan
disampaikan pada acara temu kader-kader lingkungan atau pada saat ada
acara di tingkat RT maupun RW. dan yang terahkir Tahap Evaluasi
Pemerintah melakukan evaluasi tahunan sesuai dengan laporan yang
disampaikan stakeholder.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang yaitu bisa
dilihat dari segi, pekerjaan,dan lamanya tingal. Faktor jenis pekerjaan
berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam
kelompok dan mobilitas individu. Jenis pekerjaan seseorang berhubungan
dengan waktu luang yang dimiliki, perhatian dengan lingkungan sekitar,

pendapatan, wawasan dan sedikit banyak mempengaruhi pola berpikir
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seseorang. Semakin banyak waktu yang dipergunakan untuk bekerja maka
kesempatan berperan serta semakin kecil. Lamanya tinggal memiliki
keterkaitan yang kuat dengan bentuk peran serta masyarakat dalam proses
keterlibatan warga dalam pertemuan, kegiatan fisik/kerja bakti. Semakin lama
seseorang tinggal dan menetap di suatu daerah pada umumnya akan
memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan psikologisnya
sehingga dapat merangsang rasa memiliki yang mendalam yang pada
gilirannya tumbuh kesadaran wuntuk memelihara, mengelola dan
mengembangkan hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas
yang ada. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal,
semakin tinggi ikatan psikologis dengan lingkungannya yang berpengaruh
pada besarnya keinginan untuk terlibat dalan kegiatan bersama.

5.2 Saran.

1. Bentuk regulasi di Kota Semarang khususnya Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Pengelolaan Sampah belum ada hal ini karena Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah belum juga disyahkan, untuk itu
tugas dari Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk segera mungkin
merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota
Semarang. dan Untuk memenuhi sarana dan prasarana yang belum
memadai, maka stakeholder bisa mengatur dari hasil penjualan sampah
anorganik untuk bisa memenuhi sarana dan prasarana tersebut, misalnya

dengan cara menyisihkan sedikit hasil penjualan sampah anorganik untuk
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ditabung dan dimanfaatkan untuk membeli sarana dan prasarana
pengomposan sehingga semua warga bisa melakukan pengomposan.

. Perlu ditingkatkan lagi bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang untuk Badan Lingkungan
Hidup Kota Semarang agar lebih sering melakukan sosialisasi/penyuluhan
kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan
pelatihan-pelatihan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat khususnya
yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. untuk Kantor Kelurahan
Jomblang dan Pemerintah Daerah Kota Semarang agar terus memfasilitasi
pelaksanaan pengelolaan sampah dan membuat tempat khusus untuk
kegiatan pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang agar Ilebih
terorganisir dan juga kelurahan jomblang dalam kepengurusan APL “

13

Alam Pesona Lestari “ , sebaiknya bisa menfasilitasi warga dalam
memasarkan kompos yang sudah jadi, sehingga hasil kompos tidak hanya

dimanfaatkan sendiri, tetapi sebaliknya mendapat tambahan bagi ibu-ibu

rumah tangga dan memacu pemerdayaan masyarakat.

. Perlunya meningkatkan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan

ketrampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan
penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan

sampabh.
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UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ) ".

Ijin Penelitian diberikan mulai tanggal 15 Agustus 2011
sampai dengan 15 Oktober 2011.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011
LURAH JOMBLANG
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Nomor : Gpo. 1 /848/ Seler/12/ 201

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama, Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Ragil Agus Prianto

NIM : 3450406574

Program Studi : lmu. Hukum Fakultas Hukum
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Alamat : Perum. Sekargading Blok H-1

Gunungpati Semarang
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di Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan judul "Partisipasi
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Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan
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Peserta
Lokasi
Waktu

: 1 (Satu) Orang
: Kota Semarang
: 15 Agustus s/d 15 Oktober 2011

Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN memberikan
ijin untuk mengadakan kegiatan penelitian / riset / survey /
KKN / KKL dan lain-lain, selama yang bersangkutan wajib
mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang
berlaku di wilayah Kota Semarang.

3. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

TEMBUSAN: Kepada Yth.
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Walikota Semarang (sebagai laporan);
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o gﬁﬁﬁgﬁfhndungan Masyarakat
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INFORMAN

A 1 BADAN LINGKUNGAN
J HIDUP

PEDOMAN WAWANCARA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
SEMARANG (ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PASAL 70 UNDANG-
UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAKSI

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk
mengatasi paningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi
volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian
tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Jomblang Kota Semarang
bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan
sampah rumah tangga berbasis masyarakat, (2) menginventarisir tantangan dan
peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang
terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio yuridis. Teknik
pengumpulan data meliputi wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi,
sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

A. IDENTITAS INFORMAN :

Nama
Jabatan
Pendidikan

B. PERTANYAAN:

1 Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di
Kota Semarang?
Jawaban



116

Dalam bentuk apa saja regulasi tentang pengelolaan sampah di Kota

Upaya apa saja yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang
dalam mengatasi permasalahan mengenai sampah?

Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan
Hidup Kota Semarang dalam hal pengelolaan sampah di Kota Semarang?

Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sampah di Kota Semarang?

Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sampah di Kota Semarang?

Bagaimana pola perilaku masyarakat dalam mengelola sampah yang
dihasilkan?
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8 Jenis kegiatan seperti apa yang kira-kira sesuai untuk meningkatkan peran
serta masyarakat dalam pengelolaan sampah?

9 Apakah ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang membantu dalam rangka
sosialisasi tentang pengelolaan sampah?

10 Lembaga Swadaya apa saja yang ada di Semarang yang bergerak di bidang
lingkungan hidup?
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INFORMAN

A2 | KANTOR KELURAHAN JOMBLANG

PEDOMAN WAWANCARA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
SEMARANG (ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PASAL 70 UNDANG-
UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAKSI

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk
mengatasi paningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi
volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian
tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Jomblang Kota Semarang
bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan
sampah rumah tangga berbasis masyarakat, (2) menginventarisir tantangan dan
peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang
terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio yuridis. Teknik
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan
analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

A. IDENTITAS INFORMAN :

Nama
Jabatan
Pendidikan

B. PERTANYAAN:

1 Apakah ada peraturan khusus mengenai pengelolaan sampah di Kelurahan
Jomblang Kota Semarang?

2 Apakah ada pembinaan langsung dari pemerintah daerah terkait dengan

pengelolaan sampah?

Bagaimanakah bentuk pembinaan tersebut?

4 Apakah masyarakat yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bajak

tersebut mudah di ajak komunikasi bersama untuk ikut dalam pengelolaan

sampah?

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?

6 Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sampah?

W

()}
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7 Upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak Kelurahan Jomblang dalam
penanganan masalah sampah?

8 Jenis kegiatan seperti apa yang sesuai untuk meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan sampah?

9 Bagaimanakah kesadaran amasyarakat hingga saat ini berkaitan dengan
peran sertanya dalam pengelolaan sampah?

10 Apa tindakan yang dilakukan oleh pihak kelurahan apabila ada masyarakat
kelurahan jomblang yang membuang sampah langsung ke sungai?
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INFORMAN

A3

MASYARAKAT KELURAHAN JOMBLANG

PEDOMAN WAWANCARA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
SEMARANG (ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PASAL 70 UNDANG-
UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAKSI

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk
mengatasi paningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi
volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian
tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Jomblang Kota Semarang
bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan
sampah rumah tangga berbasis masyarakat, (2) menginventarisir tantangan dan
peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang
terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio yuridis . Teknik
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan
analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

C. IDENTITAS RESPONDEN :

Nama
Umur
Pekerjaan
Pendidikan

D. PERTANYAAN:

1 Apakah anda tahu tentang regulasi / bentuk2 peraturan mengenai
pengelolaan sampah?sebutkan?

Bagaimanakah menurut anda tentang peraturan tersebut?

Apa yang saudara ketahui tentang sampah?

Apakah saudara tahu tentang cara pengelolaan sampah?

Bagaimanakah bentuk dan mekanisme cara pengelolaan sampah?

Apa tujuan saudara ikut dalam pengelolan sampah?

Faktor apa yang mendorong saudara untuk ikut terlibat dalam pengelolaan
sampah?

NN R W
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RESPONDEN

B 1 ada pembinaan dan pe¢|

CL MASYARAKAT KELURAHAN JOMBLANG
meweraaan ini Apakah Saudara 1

PEDOMAN WAWANCARA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
SEMARANG (ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PASAL 70 UNDANG-
UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAKSI

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk
mengatasi paningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi
volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian
tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Jomblang Kota Semarang
bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan
sampah rumah tangga berbasis masyarakat, (2) menginventarisir tantangan dan
peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang
terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio yuridis. Teknik
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan
analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

A. IDENTITAS RESPONDEN :

Nama
Umur
Pekerjaan
Pendidikan

B. PERTANYAAN
1 Apakah anda tahu tentang undang-undang atau peraturan daerah mengenai
pengelolaan sampah?

2 Apakah saudara mempunyai tempat sampah?

3 Dimanakah anda membuang sampah?

4 Apa alasan saudara membuang sampah langsung ke Sungai?

5 Apakah saudara tahu tentang cara pengelolaan sampah baik organik
maupun an organik?

6 Apakah anda tahu bahayanya jika membuang sampah sembarangan?

7 Apakah anda tahu sanksi jika membuang sampah sembarangan?

8 Apakah saudara tahu cara pengelolaan sampah?
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B 2 ada pembinaan dan penyuluhan mengenai J RESPONDEN
_ | Apakah Saudara {7y . R AKAT KELURAHAN JOMBLANG

PEDOMAN WAWANCARA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
SEMARANG (ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PASAL 70 UNDANG-
UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAKSI

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk
mengatasi paningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi
volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian
tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Jomblang Kota Semarang
bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan
sampah rumah tangga berbasis masyarakat, (2) menginventarisir tantangan dan
peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang
terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio yuridis. Teknik
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan
analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

C. IDENTITAS RESPONDEN :

Nama
Umur
Pekerjaan
Pendidikan

D. PERTANYAAN

10 Apakah anda tahu tentang undang-undang atau peraturan daecrah mengenai
pengelolaan sampah?

11 Apakah saudara mempunyai tempat sampah?

12 Dimanakah anda membuang sampah?

13 Apa alasan saudara membuang sampah langsung ke Sungai?

14 Apakah saudara tahu tentang cara pengelolaan sampah baik organik
maupun an organik?

15 Apakah anda tahu bahayanya jika membuang sampah sembarangan?

16 Apakah anda tahu sanksi jika membuang sampah sembarangan?

17 Apakah saudara tahu cara pengelolaan sampah?
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18 Apakah ada pembinaan dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah di
=====%han ini Apakah Saudara mengikuti kegiatan teg==—=

B3 |

RESPONDEN

MASYARAKAT KELURAHAN JOMBLANG

PEDOMAN WAWANCARA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
SEMARANG (ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PASAL 70 UNDANG-
UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAKSI

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk
mengatasi paningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi
volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian
tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Jomblang Kota Semarang
bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan
sampah rumah tangga berbasis masyarakat, (2) menginventarisir tantangan dan
peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang
terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio yuridis. Teknik
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan
analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

E. IDENTITAS RESPONDEN :

Nama
Umur
Pekerjaan
Pendidikan

F. PERTANYAAN
1. Apakah yang saudara tahu tentang undang-undang/peraturan daerah
mengenai pengelolaan sampah?
2. apakah saudara mempunyai tempat sampah?

W

dimanakah anda membuang sampah?

4. apakah saudara tahu tentang tata cara pengolahan sampah baik organic
maupun an organik?

5. apakah anda tahu sanksinya jika membuang sampah sembarangan?
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6. apakah ada pembinaan atau penyuluhan di kelurahan ini? apakah saudara
mengikuti kegiatan tersebut?

HASIL PENGAMATAN

Data hasil pengamatan peneliti pada tanggal 22 Agustus 2011

Dari hasil pengamatan Peneliti tentang partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sampah di kelurahan Jomblang Kota Semarang bahwa Kondisi
geografis Kelurahan Jomblang tidak memungkinkan pelayanan persampahan
dapat langsung diterima oleh seluruh masyarakat. Melihat dari beberapa
wilayahnya yang terjal jalan menanjak dan tidak dapat dilalui gerobak, hanya
kampung yang kondisinya datar yang mendapatkan pelayanan sampah. Tidak
setiap RW memiliki gerobag sampah, sehingga RW yang tidak memiliki gerobag

sampah sehingga bekerja sama dengan RW terdekat untuk mengadakan pelayanan

pengumpulan sampah bersama.

Kondisi Lingkungan di Kelurahan Jomblang
Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2011
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Masyarakat Jomblang khususnya RT IX sebagian besar sudah melakukan
pemilahan sampai proses pengomposan, dimana pemilahan dilakukan dari sampah
rumah tangga yaitu tiap-tiap Kepala Keluarga melakukan pemilahan dengan cara
memisahkan sampak organik dan anorganik. Sampah organik di jadikan kompos
oleh tiap-tiap Kepala Keluarga, sedangkan yang anorganik di gantung didepan
rumah masing-masing memakai tempat karung (goni) yang ditaruh atau di
gantungkan di pagar masing-masing Kepala Keluarga, setelah penuh nanti ada
petugas yang mengambil untuk dibawa ketempat pemilahan sampah. Ditempat

pemilahan inilah sampah dipisahkan sesuai dengan jenisnya.

Gambar 1.2 Proses Pemeilahan Sampah

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2011

Gambar 1.3 Proses Pengangkutan sampah oleh petugas Dinas Kebersihan Kota
Semarang Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2011



